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Halaman i 

 KATA PENGANTAR 

 

Ungkapan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT 

atas segala Rahmat-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kedeputian I Bidang 

Koordinasi Politik Dalam Negeri (Poldagri) Tahun 2017 dapat 

tersusun.LAKIP merupakan laporan kinerja tahunan yang 

berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam 

mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. 

Sebagai salah satu unit Eselon I Bidang Koordinasi  Politik, Hukum dan Keamanan, 

Kedeputian I/Poldagri berkewajiban menyusun LAKIP berdasarkanPeraturan Presiden 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

53Tahun 2014 tentang Petunjuk TeknisPerjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerjadan Tata 

CaraReviu atas LaporanKinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Koordinator 

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.  

Mengacu kepada “Nawa Cita”, 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK, Kedeputian I/Poldagri 

akan terus berupaya dan bekerja secara maksimal guna mendukung Menteri Koordinator 

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam menjalankan tugas Pemerintahan. Adapun 

tugas-tugas meliputi percepatan pada program dukungan menajemen teknis Sekretariat 

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Demokrasi dan Organisasi Masyarakat 

Sipil, Desentralisasi dan Otonomi Daerah,Pengelolaan pemilu dan Penguatan Partai Politik, 

serta Otonomi Khusus terhadap provinsi yang diberikan kekhususan/keistimewaan dalam 

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Terlaksananya tugas-tugas secara efektif dan efesien menjadi tolak ukur 

keberhasilan suatu program di masa yang akan datang. Namun demikian hambatan dan 

kendala selama tahun 2017 akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja 

Kedeputian I/Poldagri. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang 

telah membantu dalam pelaksanaan tugas, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Kedeputian I/Poldagri Tahun 2017 dapat dimanfaatkan sebagai bahan informasi dan 

evaluasi kinerja guna penyempurnaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. 

 

Jakarta,      Januari 2018 

Deputi I Bidang Koordinasi  

Politik Dalam Negeri 

 

      Andrie T.U. Soetarno, S.E.,MDS 
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Halaman iv 

EXECUTIVE SUMMARY 

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan 

kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai 

tujuan/sasaran strategis. Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, 

Hukum dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,Deputi Bidang 

Koordinasi Poldagri memiliki tugas dalam mensinkronisasikan dan mengkoordinasikan 

perencanaan, penyusunan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang politik 

dalam negeri dalam rangka tetap terjaminnya stabilitas politik dalam negeri. 

Kondisi politik dalam negeri pada tahun 2017cukup dinamissalah satunya yakni 

terlaksananyaPilkada serentak pada bulan Februari 2017 dan persiapan pelaksanaan 

Pilkada serentak gelombang ketiga bulan Juni Tahun 2018.Pelaksanaan Pilkada tahun 

2018 diharapkan dapat terselenggara dengan situasikondisi relatif aman dan terkendali, 

sebagaimana pelaksanaan Pilkada tahun 2017, mengingat kegiatan ini dapat dijadikan 

barometer pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu Presiden tahun 2019. Diharapkan 

partisipasi pemilih pada Pemilu Tahun 2019 dapat ditingkatkan menjadi 77,5%. 

 Berdasarkan penetapan kinerja tahun 2017, Deputi I/Poldagri memiliki dua 

sasaran strategis yaitu: 1) Meningkatnya kualitas demokrasi, kebijakan politik dalam 

negeri dan diplomasi; dan 2) Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang 

berkualitas. Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam indikator kinerja yaitu: 

1. Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan politik dalam negeri 

(11); 

2. Presentase rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan permasalahan 

politik dalam negeri yang ditindaklanjuti (75%); 

3. Capaian Aspek Kebebasan Sipil (80,30); 

4. Capaian Aspek Hak-hak Politik (70,50); 

5. Capaian Aspek Lembaga-lembaga Demokrasi (66,75); 

6. Persentase temuan yang ditindaklanjuti (100%); 

7. Persentase realisasi penyerapan anggaran (90%); 

8. Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Kedeputian 

I/Poldagri (72). 

Bertolak dari sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut, maka Deputi 

I/Poldagridalam pelaksanaan program telah berupaya mencapai sasaran strategis 

dimaksud melalui perencanaan dan penyusunan kebijakan dengan mengoptimalkan 

pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana yang dimiliki. Koordinasi dan 

sinkronisasi kebijakan yang dilakukan, Kedeputian I/Poldagri telah mendorong 

pelaksanaan tugas teknis oleh Kementerian/Lembaga terkait agar lebih efektif dan 

optimal melalui rekomendasi kebijakan dan langkah tindak lanjut yang diberikan.  
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Halaman v 

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Kedeputian I/Poldagritahun 2017, 

dapat dilaporkan secara garis besar target capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada 

tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut: 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 

1. Meningkatnya kualitas 
demokrasi, kebijakan 
politik dalam negeri dan 
diplomasi. 

1. Jumlah rekomendasi kebijakan 
Debottlenecking permasalahan 
politik dalam negeri 

11 13 

2. Presentase rekomendasi kebijakan 
Debottlenecking permasalahan 
permasalahan politik dalam negeri 
yang ditindaklanjuti 

75% 61,54% 

3. Capaian Aspek Kebebasan Sipil   80,30 76,45 

4. Capaian Aspek Hak-hak Politik 70,50 70,11 

5. Capaian Aspek Lembaga-lembaga 
Demokrasi 

66,75 62,05 

2. Terwujudnya daya 
dukung manajemen unit 
organisasi yang 
berkualitas. 

1. Persentase temuan yang 
ditindaklanjuti 

100% 100% 

 2. Persentase realisasi penyerapan 
anggaran 

90% 97,39% 

 3. Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah Unit Kerja 
Kedeputian Bidkoor Poldagri 

72 76,63 

Disamping ketiga indikator tersebut diatas, Kedeputian I/Poldagri pada tahun 2017 

juga melaksanakan beberapa kegiatan lainnya yang mendukung pencapaian sasaran 

strategis Kedeputian I/Poldagri tahun 2017. Adapun beberapa capaian kegiatan 

pendukung lainnya, yaitu: 

1. Tersusunnya Laporan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2016; 

2. Terkoordinasinya permasalahan Desentralisasi dan Otonomi Daerah; 

3. Termonitoringnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017; 

4. Terbentuknya Desk Tanah Papua; 

5. Terlaksananya engaging diplomacy Papua. 

Walaupun secara umum pencapaian kinerja Deputi I/Poldagri tahun 2017 cukup 

memuaskan, namun tetap tidak terlepas dari dinamika dan permasalahan dalam 

implementasi pencapaiannya, salah satunya adalah penyesuaian nomenklatur jabatan di 

internal Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan termasuk di 

Kedeputian I/Poldagri.Kedepan dalam rangka menjawab tantangan dan dinamika yang 

ada maka diperlukan kerja keras dan upaya yang lebih maksimal dalam mendukung 

pembangunan nasional. 
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L 

BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kedeputian 

I/Poldagri Tahun2017 disusun sebagai bentuk  pertanggungjawaban kinerja 

pelaksanaan tugas dan fungsi Kedeputian I/Poldagri.  Sebagai unit kerja 

Eselon I Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 

(Kemenko Polhukam), pembuatan LAKIP disusun berdasarkan Peraturan Presiden 

Nomor 29 Tahun  2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kedeputian I/Poldagri Tahun 2017 memberikan 

informasi mengenai pencapaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya 

melalui pelaksanaan program dan kegiatan Kedeputian I/Poldagri Tahun 2017. 

Selain wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, laporan 

kinerja ini dibuat dalam rangka wujud akuntabilitas kepada publik sesuai dengan 

tuntutan reformasi birokrasi serta sebagai bahan dalam rangka pemantauan, 

penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi 

pendorong perbaikan kinerja guna terciptanya tata kelola kepemerintahan yang 

baik.  

 

B. Dasar Hukum 

Sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP), Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, mengacu 

beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut : 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 

4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Koordinator 

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 
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5. Surat Edaran Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan Nomor 121 Tahun 2017 tentang Panduan Penyusunan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, 

Hukum, dan Keamanan. 

 
C. Struktur Organisasi 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko 

Polhukam, struktur organisasi di Unit Kerja Kedeputian I/Poldagri sebagai berikut: 

1. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri membawahi Sekretariat Deputi, 

Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil, Asisten 

Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Asisten Deputi 

Koordinasi Pengelolaan Pemilihan Umum dan Penguatan Partai Politik, 

Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus, dan Kelompok Jabatan 

Fungsional.  

2. Asisten Deputi di Kedeputian I/Poldagrimasing-masing membawahi dua 

Kepala Bidang, yaitu:  

a. Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil; 

1) Kepala Bidang Penguatan Demokrasi dan Kelembagaan Demokrasi 

2) Kepala Bidang Pengawasan Organisasi Masyarakat Sipil dan 

Organisasi Masyarakat Asing. 

b. Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah; 

1) Kepala Bidang Desentralisasi; 

2) Kepala Bidang Otonomi Daerah. 

c. Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilihan Umum dan Penguatan 

Partai Politik; dan 

1) Kepala Bidang Pengelolaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala 

Daerah; 

2) Kepala Bidang Penguatan Partai Politik. 

d. Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus. 

1) Kepala Bidang Otonomi Khusus Aceh, DKI Jakarta, dan D.I. 

Yogyakarta; 

2) Kepala Bidang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat. 

3. Sekretaris Deputi membawahi dua Kepala Bagian (Kabag) dan empat Kepala 

Sub Bagian, yaitu: 
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a. Kepala Bagian Program dan Evaluasi; 

1) Kepala Subbagian Penyusunan Program; 

2) Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi. 

b. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum. 

1) Kepala Subbagian Tata Usaha; 

2) Kepala Subbagian Umum. 

4. Jabatan Fungsional sebanyak tiga orang analis (analis kebijakan ahli pertama, 

analis politik dalam negeri, analis kebijakan otonomi khusus Papua). 

5. Staf sebanyak 18 orang yang kesemuanya berasal dari berbagai unsur lintas 

instansi dan perbantuan. 

6. Struktur Organisasi 
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D. Tugas dan Fungsi  

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kemenko 

Polhukam, menetapkan tugas pokok Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam 

Negeri yaitu menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan 

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri 

menyelenggarakan fungsi: 

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan 

kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik 

dalam negeri; 

2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait 

dengan isu di bidang politik dalam negeri; 

3. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

kelembagaan demokrasi; 

4. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

desentralisasi dan otonomi daerah; 

5. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

organisasi masyarakat sipil; 

6. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

pemilihan umum danpartai politik; 

7. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

otonomi khusus; 

8. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang politik dalam negeri; 

9. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang 

Koordinasi Politik Dalam Negeri; dan 

10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator. 

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Deputi I/Poldagri mendorong tercapainya 

visi, misi dan sasaran Rencana Kerja Pemerintah dan RPJMN yang dilaksanakan 

oleh Kementerian/Lembaga teknis melalui penyelenggaraan rapat koordinasi, 

meliputi Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas), Rapat Koordinasi Khusus 

(Rakorsus) Tingkat Eselon I, Rapat Kelompok Kerja (Pokja), Desk, pemantapan, 

monitoring dan evaluasi kebijakan, forum koordinasi, focus group discussion, 

seminar, tim kerja dan lain sebagainya yang menghasilkan rekomendasi kebijakan 
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yang disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan (Menko Polhukam) dan Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik, 

Hukum, dan Keamanan (Sesmenko Polhukam). 

Dalam melaksanakan tugasnya Kedeputian I/Poldagrimelaksanakan 

koordinasi dengan Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra diantaranya: 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), 

Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

(Kemenkumham), Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), Badan 

Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS), Mabes Polri, Mabes TNI, 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), 

Badan Pusat Statistik (BPS). 

E. Aspek Strategis Organisasi 

Misi pembangunan politik pemerintah Indonesia dalam jangka panjang 

sebagaimana dinyatakan dalam RPJP 2005-2025 adalah “mewujudkan 
masyarakat demokratis berlandaskan hukum dan keadilan dengan memantapkan 

kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil, 

menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan 

kepentingan masyarakat”. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dan guna 

mengetahui perkembangan demokrasi, Pemerintah telah melakukan berbagai 

langkah antara lain pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Target RPJMN 

2015-2019 untuk capaian IDI pada akhir tahun 2019 sebesar 75.   

Mendasarkan pada pemikiran-pemikiran tersebut, Pemerintah masih tetap 

melanjutkan pengukuran Indeks Demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu 

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku leading 

sector sesuai dengan fungsinya mengkoordinasikan Instansi terkait untuk 

kelancaran penyusunan Indeks dimaksud. Penyusunan Indeks dikerjasamakan 

dengan pihak BPS untuk melakukan survei dan pengolahan data. Sebagai pemilik 

Hasil IDI, Kemenko Polhukam mengkoordinasikan implementasi pemanfaatannya 

kepada Kementerian/Lembaga lainnya seperti Kementerian Dalam Negeri, 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional, dan Pemerintah Daerah untuk perencanaan 

pembangunan di bidang politik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.  

Ketiga Aspek dalam pengukuran IDI yaitu penguatan lembaga demokrasi, 

kebebasan sipil, dan hak-hak politik merupakan bagian dari upaya menjaga agar 

demokrasi berjalan sesuai dengan lintasan yang sudah dibangun (trajectory). 

Pencapaian target pada ketiga unsur tersebut sangat berpengaruh terhadap 

stabilitas politik. Oleh karena itu untuk mengkoordinasikan kementerian yang 

menjadi mitra Kemenko Polhukam terkait penguatan lembaga demokrasi, 

kebebasan sipil, dan hak-hak politik menjadi tanggung jawab Kedeputian I/Poldagri 
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dengan tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan 

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri yang 

dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator 

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Stabilitas politik merupakan persyaratan 

utama berlangsungnya pembangunan nasional. Sehingga tanggung jawab dari 

Kedeputian I/Poldagri sangat besar bagi terwujudnya stabilitas politik di Negara 

Indonesia. 

F. Permasalahan Utama 

Kehidupan politik dalam negeri pada era reformasi saat ini, dibangun dengan 

lebih mengedepankan sistem politik demokrasi yang dilandasi oleh nilai-nilai 

Pancasila dan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD 1945. 

Pengelolaan sistem demokrasi lebih mengedepankan pada proses pemenuhan 

hak-hak politik masyarakat yang berkualitas dengan ditandai meningkatnya 

kualitas Pemilu baik Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden/Wakil Presiden, 

dan terbentuknya pemerintahan yang efisien dan efektif serta menurunnya 

intensitas permasalahan politik. 

Cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam 

Pembukaan UUD 1945 meliputi cita-cita politik dalam dan luar negeri. Cita-cita 

kemerdekaan dikemukakan dengan rumusan “supaya berkehidupan kebangsaan 
yang bebas maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya”. 
Cita-cita persatuan dan kesatuan dapat diungkapkan dalam rumusan “melindungi 
segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Dalam politik 
luar negeri cita-cita Bangsa Indonesia dirumuskan dengan kata-kata “ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi, dan keadilan sosial”. Sedangkan cita-cita dalam bidang kehidupan sosial, 

ekonomi, kebudayaan dikemukakan dalam rumusan kata-kata” untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”. 

Dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah masih melanjutkan konsolidasi 

demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik, melalui reformasi sistem 

kepartaian dan sistem pemilu, penguatan sistem presidensial dan penguatan 

lembaga perwakilan. Sasaran utama yang ingin dicapai adalah terwujudnya 

konsolidasi demokrasi yang lebih efektif diiukur dengan angka Indeks Demokrasi 

Indonesia (IDI) mencapai 75, dengan sasaran antara sebagai berikut : (1) 

Perbaikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem 

kepemiluaan dan sistem kepartaian, dan sistem presidensial; (2) Menguatnya 

peran lembaga perwakilan, (3) Meningkatnya efektivitas kantor kepresidenan 

dalam menjalankan tugas-tugas kepresidenan, (4) Terlaksananya pemilu serentak 

tahun 2019 dengan aman, jujur, adil, dan demokratis. 
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Hasil angka Indeks Demokrasi Indonesia pada awal RPJMN 2015-2019 (tahun 

2015) mencapai angka 72,82, hal ini mengalami penurunan (-0,22) poin dari 

capaian angka IDI tahun 2014 sebesar 73,04. Penurunan dimaksud, disebabkan 

mulai tahun 2015 sebagai awal dari pengukuran IDI pada RPJMN 2015-2019, 

menggunakan perubahan indikaktor yaitu indikator 25 (“Kebijakan pejabat 
pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh Keputusan PTUN”) dan 

indikator 26 (Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah). Apabila 

pengukuran Indeks memakaian indikator sebelum ada perubahan telah dilakukan 

simulasi hasilnya mencapai angka 73,12 sedikit naik dari capaian angka IDI tahun 

2014. Hasil pengukuran IDI tahun 2016 mengalami penurun (-2,73) poin dari 

capaian angka IDI tahun 2015 sebesar 72,82.  

Pembangunan politik yang demokratis tidak hanya dipengaruhi oleh situasi 

yang berkembang di dalam negeri, tetapi dapat pula dipengaruhi oleh konstelasi 

politik internasional dewasa ini.  Di samping itu, pembangunan sistem politik yang 

demokratis perlu didukung pula oleh penyelenggara negara yang profesional dan 

terbebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).  

Indonesia sebagai negara demokrasi, telah menerapkan sistem, prosedur dan 

adab berdemokrasi, serta mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang 

dinilai belum demokratis. Hal terpenting dalam melaksanakan konsolidasi 

demokrasi, yaitu dengan terus memonitor dinamika dan fluktuasi, memahami 

faktor-faktor yang menyebabkannya, serta membuat kebijakan dan program yang 

mampu menjawab setiap persoalan yang muncul, karena fluktuasi dan dinamika 

dalam demokrasi akan selalu ada.  Bagi Indonesia, yang paling penting adalah 

memastikan bahwa demokrasi berada dalam lintasan (Trajektori) menuju keadaan 

yang lebih baik. Oleh karena itu diperlukan ketajaman dalam memahami dan 

konsistensi dalam merawat faktor-faktor kultural, institusional dan politik yang 

menentukan naik-turunnya kualitas demokrasi.  

Secara garis besar program politik dalam negeri dilakukan dalam rangka 

mewujudkan sinergi kelembagaan terkait dengan penyusunan Indeks Demokrasi 

Indonesia, kondisi Organisasi Masyarakat Sipil, pelaksanaan Pemilukada, Pemilu 

Legislatif, dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden, pelaksanaan desentralisasi dan 

otonomi daerah, serta pengelolaan situasi politik di wilayah otonomi khusus seperti 

Aceh, Papua, dan Papua Barat, DKI Jakarta dan DIY Yogyakarta.   

Stabilitas politik merupakan prasyarat yang mendukung dimensi pembangunan 

manusia. Penguatan lembaga demokrasi, kebebasan sipil, dan hak-hak politik 

dapat diukur dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2015 mencapai 73,82, 

tahun 2016 mencapai 70,09, Hal ini menunjukkan penurunan signifikan dari tahun 

sebelumnya. Dengan demikian permasalahan utama dari stabilitas politik adalah 

masih rendahnya nilai-nilia dari penguatan lembaga demokrasi, kebebasan sipil, 

dan hak-hak politik yang menjadi dasar pengukuran stabilitas politik yang baik di 
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Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut menjadi prioritas di Kedeputian 

I/Poldagri untuk menjawab tantangan prioritas nasional dan dapat dikoordinasikan 

kepada masing-masing Kementerian/Lembaga yang menjadi tugas fungsi untuk 

meningkatkan stabilitas politik di Indonesia. 

G. Sumber Daya Organisasi/Sumber Daya Manusia 

1. Anggaran 

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kedeputian I/Poldagri tahun 

2017 dalam mendukung pencapaian kinerja program kegiatan sebesar 

Rp31.445.000.000 (tiga puluh satu miliar empat ratus empat puluh lima 

juta rupiah) namun pada tahun berjalan mengalami penyesuaian sebesar 

Rp7.510.509.000,00, sehingga DIPA Kedeputian I/Poldagri tahun 2017 

menjadi Rp23.934.491.000,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus tiga 

puluh empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).  

2. Sumber Daya Manusia 

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kemenko Polhukam, sumber daya manusia yang ada di Kedeputian 

I/Poldagri dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

No JABATAN GOL/PANGKAT JUMLAH 

1. Deputi Mayjen TNI 1 

2. Sesdep Pembina Utama Madya (IV/d) 1 

3. Asdep 3 dan 4 Brigjen TNI 2 

4. Asdep 1 Brigjen Pol 1 

5. Asdep 2 Pembina Utama Madya (IV/d) 1 

6. Kabag Pembina (IV/a) 1 

7. Kabag Kolonel 1 

8. Kabid Kolonel 7 

9. Kabid Penata Tingkat I (III/d) 1 

10. Kasubbag Penata Tingkat I (III/d) 1 

11. Kasubag Penata (III/c) 2 

12. Kasubag Kapten TNI 1 
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No JABATAN GOL/PANGKAT JUMLAH 

13. Staf Penata Muda (III/a) 4 

14. Staf Pengatur (II/c) 1 

15. Staf Serka TNI 1 

16. Staf Sertu TNI 2 

17. Staf Juru (I/c) 1 

18. CPNS Penata Muda (III/a) 2 

19. Staf Perbantuan PPNPM 9 

JUMLAH 40 
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BAB II 
PERENCANAAN KINERJA 

 

A. Rencana Strategis 

1. Visi, Misi, dan Tujuan 

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri yaitu menyelenggarakan 

koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta 

pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait 

dengan isu di bidang politik dalam negeri, telah menetapkan visi, misi, dan 

tujuan, sebagai berikut : 

a. Visi 

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kemenko Polhukam 2015-

2019 tersebut, maka Deputi Bidang Koordinasi Bidang Politik Dalam 

Negeri menetapkan visi tahun 2015-2019 yaitu: 

“Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 
pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang 

politik dalam negeri yang demokratis dan efektif”. 

Visi tersebut disusun berdasarkan komponen organisasi yang 

disepakati sebagai nilai-nilai dasar kepribadian organisasi yang 

profesional, berintegritas, bekerjasama, inovatif, dan bertanggungjawab.  

Hal tersebut akan memberikan keyakinan kepada pegawai bahwa 

keinginan yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan dapat 

diwujudkan.  Visi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri 

mempunyai makna tentang koordinasi dan sinkronisasi, yaitu 

merupakan proses mengupayakan terjadinya kesamaan persepsi, 

pemikiran, dan tindakan dalam mewujudkan pencapaian tujuan.  

Sedangkan pengendalian merupakan bagian proses koordinasi dan 

sinkronisasi yang penekanannya diupayakan dapat mewujudkan tujuan 

organisasi sesuai rencana yang dilakukan secara efektif dan efesien.  

Kata Demokratis mempunyai arti bahwa koordinasi yang dilakukan 

untuk mencapai hasil kesepakatan bersama sedangkan kata efektif 

mempunyai arti bahwa kinerja hasil koordinasi dan sinkronisasi 

memberikan manfaat dan dampak yang signifikan bagi upaya 

pencapaian sasaran pembangunan di bidang politik dalam negeri. 

 

 



 

 

 

L A P O R A N  A K U N T A B I L I T A S  K I N E R J A  K E D E P U T I A N I / P O L D A G R I  2 0 1 7  

 

11 

b. Misi 

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut di atas, dibutuhkan tindakan 

nyata dengan menetapkan Misi yang sesuai dengan peran Deputi 

Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, yakni sebagai berikut : 

“Meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan, penyusunan, 
pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan di bidang politik dalam 

negeri”. 

Misi tersebut merupakan langkah peran fungsi Deputi Bidang 

Koordinasi Politik Dalam Negeri dalam mengupayakan/memastikan Misi 

Kementerian Bidang Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, yaitu : 

“Meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan, penyusunan, 
pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan di bidang politik, hukum 

dan keamanan”, dimana pelaksanaannya diwujudkan melalui kinerja 

lintas sektor di bidang politik dalam negeri.  Untuk meningkatkan kinerja 

lintas sektor di bidang politik dalam negeri tersebut dibutuhkan suatu 

usaha untuk menyatukan tindakan kebulatan pemikiran, kesatuan 

tindakan dari berbagai instansi terkait, agar pelaksanaan kinerja sektor 

dapat bersinergi dengan baik dan terlaksana sesuai rencana.  Sejalan 

dengan strategi dan aktivitas yang dilakukan dalam upaya pencapaian 

rencana dimaksud, pengendalian pelaksanaan kebijakan/program 

secara intensif diupayakan untuk mengatasi permasalahan yang timbul 

dalam proses pencapaian kinerja, sehingga progres kinerja dalam 

melaksanakan kebijakan/program di bidang politik dalam negeri berjalan 

dengan optimal. 

c. Tujuan 

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut di atas, dirumuskan tujuan Deputi 

Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri yaitu : 

“Terwujudnya kualitas koordinasi kebijakan politik dalam negeri 

yang demokratis dan penyelenggaraan diplomasi serta daya 

dukung manajenen yang efektif”. 

Agar tujuan tersebut di atas dapat tercapai, pelaksanaan 

kebijakan/program sektor/lintas sektor di bidang politik dalam negeri 

harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kinerjanya 

secara optimal. Dengan mengupayakan optimalisasi kinerja 

sektor/bidang dimaksud, maka target sasaran kinerja di bidang politik 

dalam negeri yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan 
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Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 dapat diwujudkan, sehingga 

pada akhirnya sasaran pembangunan di bidang politik dalam negeri 

akan tercapai. 

2. Sasaran dan Indikator Kinerja 

Sasaran Strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang 

dirumuskan secara spesifik dan terukur. Sasaran strategis merupakan 

ukuran dalam pencapaian yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu, 

sehingga sasaran strategis dari Kedeputian I/Poldagri, yaitu: 

a. Meningkatnya kualitas demokrasi, kebijakan politik dalam negeri dan 

diplomasi. 

b. Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang 

berkualitas. 

Dalam sasaran strategis Kedeputian I/Poldagri terdapat indicator kinerja 
yang menjadi tolok ukur dalam penilaian kinerja yang dapat dilihat pada 
tabel di bawah ini: 

TUJUAN SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA 

Terwujudnya 
kualitas 
koordinasi yang 
demokratis dan 
efektif dalam 
pelaksanaan 
kebijakan di 
bidang politik 
dalam negeri 

1. Meningkatnya 
kualitas demokrasi, 
kebijakan politik 
dalam negeri dan 
diplomasi. 

1. Jumlah rekomendasi kebijakan 
debottlenecking permasalahan 
politik dalam negeri 

2. Presentase rekomendasi 
kebijakan debottlenecking 
permasalahan permasalahan 
politik dalam negeri yang 
ditindaklanjuti 

3. Capaian Aspek Kebebasan Sipil   

4. Capaian Aspek Hak-hak Politik 

5. Capaian Aspek Lembaga-
lembaga Demokrasi 

2. Terwujudnya daya 
dukung 
manajemen unit 
organisasi yang 
berkualitas. 

1. Persentase temuan yang 
ditindaklanjuti 

  2. Persentase realisasi penyerapan 
anggaran 

  3. Nilai Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah Unit 
Kerja Kedeputian Bidkoor 
Poldagri 
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3. Strategi Kebijakan 

Sebagai Unit Eselon I di Kementerian Koordinator Bidang Politik, 

Hukum, dan Keamanan, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri 

melaksanakan arah kebijakan dan strategi yaitu: 

Arah Kebijakan Strategi 

 Pemenuhan hak dan kewajiban 

politik rakyat 

 Akses masyarakat terhadap 

informasi publik dalam mendorong 

partisipasi masyarakat dalam 

penyusunan dan pengawasan 

kebijakan publik 

 Penguatan pilar demokrasi dan tata 

kelola pemerintahan yang bersih 

 Peningkatan stabilitas politik dan 

keamanan nasional 

 Peningkatan persatuan dan 

kesatuan bangsa 

 Koordinasi dalam rangka 

pemenuhan hak dan kewajiban 

politik rakyat 

 Koordinasi dalam rangka 

mendorong partisipasi 

masyarakat dalam penyusunan 

dan pengawasan kebijakan publik  

terhadap informasi publik  

 Koordinasi penguatan pilar 

demokrasi dan tata kelola 

pemerintahan yang bersih 

 Koordinasi Peningkatan stabilitas 

politik dan keamanan nasional 

 Koordinasi peningkatan persatuan 

dan kesatuan bangsa 

 

B. Rencana Kinerja Tahunan 

Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai bagian yang tidak terpisahkan 

dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan upaya dalam 

membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, 

akuntabel, dan berorientasi hasil. Selanjutnya penetapan kinerja disusun 

sebagai komitmen dari rencana kerja tahunan yang harus dicapai oleh instansi 

pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas, akuntabilitas instansi 

pemerintah. RKT di Kedeputian I/Poldagri dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Jumlah Anggaran Program  Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, 

Hukum dan Keamanan Bidang Politik Dalam NegeriTahun 2017 sebesar 

Rp31.445.000.000,00 (Tiga Puluh Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Lima 

Juta Rupiah), namun terdapat penyesuaian anggaran 2017 sebesar 

Rp7.510.509.000,00, sehingga anggaran tahun 2017 menjadi sebesar 

Rp23.934.491.000,00 (Dua Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh 

Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah). 

 

 

 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Asdep Terkait
Penanggung Jawab 

Eselon III

Penanggung Jawab 

Eselon IV

1.   Jumlah rekomendasi 

kebijakan Debottlenecking 

permasalahan politik dalam 

negeri;

11 Asdep I, II, III dan IV 
Semua Kabid masing-

masing Asdep 
-      

2.  Presentase rekomendasi 

kebijakan Debottlenecking 

permasalahan permasalahan 

politik dalam negeri yang 

ditindaklanjuti;

75% Asdep I, II, III dan IV 
Semua Kabid masing-

masing Asdep 
-      

3.  Capaian Aspek Kebebasan 

Sipil
80,3 Asdep I, II, III dan IV 

Semua Kabid masing-

masing Asdep 
-      

4.  Capaian Aspek Hak-hak 

Politik
70,5 Asdep I, II, III dan IV 

Semua Kabid masing-

masing Asdep 
-      

5.  Capaian Aspek Lembaga-

lembaga Demokrasi
66,75 Asdep I, II, III dan IV 

Semua Kabid masing-

masing Asdep 
-      

Kasubag Pemantauan 

dan Evaluasi
Kasubag Penyusunan 

Program
Kasubag Pemantauan 

dan Evaluasi
Kasubag Penyusunan 

Program
Kasubag Pemantauan 

dan Evaluasi
Kasubag Penyusunan 

Program

3.  Nilai Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah 

Unit Kerja Kedeputian Bidkoor 

Poldagri

72 Asdep I, II, III dan IV 

Semua Kabid masing-

masing Asdep dan 

Kabag Program dan 

Monev

1. Meningkatnya 

kualitas demokrasi, 

kebijakan politik dalam 

negeri dan diplomasi;

2. Terwujudnya daya 

dukung managemen 

unit organisasi yang 

berkualitas;

1.  Persentase temuan yang 

ditindaklanjuti
100% Asdep I, II, III dan IV 

Semua Kabid masing-

masing Asdep dan 

Kabag Program dan 

Monev

2.  Persentase realisasi 

penyerapan anggaran
90% Asdep I, II, III dan IV

Semua Kabid masing-

masing Asdep dan 

Kabag Program dan 

Monev
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C. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan 

dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih 

rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indicator 

kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlan komitmen penerima amanah dan 

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur 

tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta seumber daya yang 

tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan 

atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang 

seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga 

terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. 

Adapun perjanjian kinerja diuraikan dalam sasaran strategis, indikator 

kinerja, dan target kinerja sebagai berikut: 

SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA TARGET 

1. Meningkatnya 
kualitas demokrasi, 
kebijakan politik 
dalam negeri dan 
diplomasi. 

1. Jumlah rekomendasi kebijakan 
debottlenecking permasalahan 
politik dalam negeri 

11 

2. Presentase rekomendasi kebijakan 
debottlenecking permasalahan 
permasalahan politik dalam negeri 
yang ditindaklanjuti 

75% 

3. Capaian Aspek Kebebasan Sipil   80,30 

4. Capaian Aspek Hak-hak Politik 70,50 

5. Capaian Aspek Lembaga-lembaga 
Demokrasi 

66,75 

2. Terwujudnya daya 
dukung 
manajemen unit 
organisasi yang 
berkualitas. 

1. Persentase temuan yang 
ditindaklanjuti 

100% 

 2. Persentase realisasi penyerapan 
anggaran 

90% 

 3. Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah Unit Kerja 
Kedeputian Bidkoor Poldagri 

72 
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BAB IIII 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

A. Capaian Kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri 

Pengukuran kinerja Deputi I/Poldagri dilakukan dengan membandingkan target 

kinerja dengan realisasi dari indikator Sasaran Strategis, dengan rincian sebagai 

berikut: 

1. Target dan realisasi kinerja tahun 2017 

Secara garis besar capaian kinerja Deputi I/Poldagri tahun 2017 sebesar 

118,18% untuk indikator kinerja 1 (melampaui target), 61,54% untuk indikator 

kinerja 2 (dibawah target), 76,46 untuk indikator kinerja 3 (dibawah target), 

70,11 untuk indikator kinerja 4 (dibawah target), 62,05 untuk indikator kinerja 5 

(dibawah target), 100% untuk indikator kinerja 6 (mencapai target), 97,39% 

untuk indikator kinerja 7 (melampaui target), 76,63 untuk indikator kinerja 8 

(melampaui target), dengan penjelasan pada tabel berikut: 

SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 

1. Meningkatnya 
kualitas demokrasi, 
kebijakan politik 
dalam negeri dan 
diplomasi. 

1. Jumlah rekomendasi 
kebijakan Debottlenecking 
permasalahan politik dalam 
negeri 

11 13 

2. Presentase rekomendasi 
kebijakan Debottlenecking 
permasalahan 
permasalahan politik dalam 
negeri yang ditindaklanjuti 

75% 61,54% 

3. Capaian Aspek Kebebasan 
Sipil   

80,30 76,45 

4. Capaian Aspek Hak-hak 
Politik 

70,50 70,11 

5. Capaian Aspek Lembaga-
lembaga Demokrasi 

66,75 62,05 

2. Terwujudnya daya 
dukung manajemen 
unit organisasi yang 
berkualitas. 

1. Persentase temuan yang 
ditindaklanjuti 

100% 100% 

 2. Persentase realisasi 
penyerapan anggaran 

90% 97,39% 

 3. Nilai Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah 
Unit Kerja Kedeputian 
Bidkoor Poldagri 

72 76,63 
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Pencapaian dari sasaran strategis Deputi I/Poldagri pada tahun 2017 sesuai 

dengan Perjanjian Kinerja didukung oleh delapan indikator kinerja dengan 

analisis capaian kinerja sebagai berikut: 

a. Indikator Kinerja 1: Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking 

permasalahan politik dalam negeri 

Realisasi jumlah rekomendasi yang dihasilkan Kedeputian I/Poldagritahun 

2017 sebanyak 13 rekomendasi atau 118,18% dari target sebanyak 11 

rekomendasi, dengan rincian sebagai berikut: 

1) Rekomendasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan kepada Kapolri, Panglima TNI, dan Menteri Dalam Negeri 

dalam rangka pencapaian target IDI sesuai RPJMN 2015-2019 sebesar 

75; 

2) Rekomendasi terkait Polemik Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi 

Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Aceh.Rekomendasi 

diterbitkan untuk menanggapi polemik yang berkembang di Aceh; 

3) Berdasarkan Surat Kemah Injil Masehi Indonesia di Tanah Papua 

Nomor 02/BPHS-KINGMI/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 perihal 

Permohonan Rekomendasi Sinode KINGMI Indonesia di Tanah Papua, 

maka Menko Polhukam merekomendasikan kepada Menteri Agama 

melalui surat Nomor B-150/Menko/Polhukam/DN.04.04.1/8/2017 perihal 

rekomendasi perubahan nama Sinode Kingmi Indonesia di Tanah 

Papua; 

4) Surat Menko Polhukam kepada Menteri PPN/Bappenas Nomor B-

163/Menko/Polhukam/DN.04.04.1/8/2017, tanggal 31 Agustus 2017 

perihal Permohonan Review dan Refokusing Program Kerja 

Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat; 

5) Tindak lanjut kunjungan komunikasi diplomasi ke Negara Nauru 

mendapat respon postif dari Negara Republik Nauru terhadap Isu 

Papua. Respon positif Negara Republik Nauru juga dalam bentuk 

kunjungan balasan dari TIM Pacific Island Forum (PIF)melaksanakan 

kunjungan kerja dan studi banding ke Indonesia dalam pemantauan 

pelaksanaan Pilkada serentak di Papua dan Papua Barat Februari 

2017; 

 

 

 



 

 

 

L A P O R A N  A K U N T A B I L I T A S  K I N E R J A  K E D E P U T I A N I / P O L D A G R I  2 0 1 7  

 

18 

6) Usulan program pembangunan prioritas Pembangunan di Kabupaten 

Arfak, Provinsi Papua Barat kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas 

melalui Surat Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan Nomor B-1540/Kemenko/Polhukam/Ses/DN.04.04.1/10/2017 

tanggal 23 Oktober 2017 perihal Usulan Program Prioritas 

Pembangunan di Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat; 

7) Rekomendasi kepada Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan untuk mengevaluasi dana Otonomi Khusus Provinsi 

Papua dan Provinsi Papua Barat melalui Surat Sekretaris Menteri 

Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor B-

1437/Kemenko/Polhukam/Ses/DN.04.04.1/10/2017 tanggal 3 Oktober 

2017 perihal Evaluasi Dana Otsus Provinsi Papua dan Provinsi Papua 

Barat; 

8) Rekomendasi kepada Kepala BKPM tentang minat Kantor Ekonomi dan 

Dagang Taiwan (TETO) untuk berinvestasi di bidang kelistrikan dan 

pertambangan di Kabupaten Puncak, Papua melalui Surat Sekretaris 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor B-

1539/Kemenko/Polhukam/Ses/DN.04.04.1/10/2017 tanggal 23 Oktober 

2017 perihal Surat Bupati Kabupaten Puncak Provinsi Papua Terkait 

Jaminan Keamanan Bagi Investor Asing; 

9) Rekomendasi atas permasalahan agar Kemendagri segera membalas 

Surat Bupati Maybrat Nomor 130/94/BUP/X/2017 tanggal 23 Oktober 

2017 perihal Laporan Perkemangan dan Mohon Penegasan 

Pelaksanaan Putusan MK RI No. 66/PUU-XI/2013 yang bersifat final 

dan mengikuti danSurat DPRD Kabupaten Maybrat kepada Presiden RI 

Nomor 171/04/PIM-DPRD/MBT/X/2016 tanggal 23 Oktober 2017 perihal 

Laporan dan Permohonan Penuntasan Persoalan Hukum Kedudukan 

Ibukota Kabupaten Maybrat Pasca Putusan MK Nomor 66/PUU-XI/2013 

melalui surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan Nomor B-221/DN00.00.2/12/2017 tanggal 12 Desember 

2017 perihal Tindak Lanjut Putusan MK No. 66/PUU-XI/2013 perihal 

Pemindahan Ibukota Maybrat ke Ayamaru; 

10) Rekomendasi rapat koordinasi terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) 

di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Tolikara, dituangkan dalam 

Surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 

Nomor B-69/Menko/Polhukam/DN.00.00.3/4/2017 tanggal 11 April 2017 

yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, Kapolri, 

Ketua KPU RI, dan Ketua Bawaslu RI; 
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11) Rekomendasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan kepada Menteri Dalam Negeri terkait penyelesaian tahapan 

Pilkada Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Maybrat melalui Surat 

Nomor B-183/Menko/Polhukam/DN.00.00.3/10/2017 tanggal 6 Oktober 

2017 perihal Penyelesaian Tahapan Pilkada Kabupaten Nagan Raya 

dan Kabupaten Maybrat; 

12) Rekomendasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan terkait Rapat Koordinasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) 

Hasil Pilkada Tahun 2017 melalui Surat Nomor B-

96/Menko/Polhukam/DN.00.00.3/5/2017 tanggal 29 Mei 2017; 

13) Rekomendasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan terkait tindak lanjut pencabutan status Badan hokum 

Perkumpulan HTI melalui Surat Nomor R-

48/Menko/Polhukam/DN.02.02.4/7/2017 tanggal 19 Juli 2017, Nomor R-

49/Menko/Polhukam/DN.02.02.4/7/2017 tanggal 19 Juli 2017,Nomor R-

50/Menko/Polhukam/DN.02.02.4/7/2017 tanggal 19 Juli 2017, Nomor R-

51/Menko/Polhukam/DN.02.02.4/7/2017 tanggal 19 Juli 2017,Nomor R-

52/Menko/Polhukam/DN.02.02.4/7/2017 tanggal 19 Juli 2017,Nomor R-

53/Menko/Polhukam/DN.02.02.4/7/2017 tanggal 19 Juli 2017,Nomor R-

54/Menko/Polhukam/DN.02.02.4/7/2017 tanggal 19 Juli 2017. 

b. Indikator Kinerja 2: Presentase rekomendasi kebijakan 

Debottlenecking permasalahan permasalahan politik dalam negeri 

yang ditindaklanjuti 

Dalam tahun 2017 jumlah rekomendasi yang ditetapkan dalam perjanjian 

kinerja sebanyak 11 rekomendasi, dengan persentase rekomendasi yang 

ditindaklanjuti sebesar 75%. Realisasi pada tahun 2017 sebanyak 13 

rekomendasi, dan rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 8 

rekomendasi atau sebesar 61,54%, dengan rincian sebagai berikut: 

1) Rekomendasi terkait Polemik Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi 

Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Aceh ditindaklanjuti 

dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 820/2138/OTDA tanggal 24 

Maret 2017 perihal Penjelasan Pelaksanaan Mutasi Jabatan di 

Lingkungan Pemerintah Aceh; 

2) Rekomendasi terkait perubahan nama Kemah Injil Masehi Indonesia 

ditindaklanjuti melalui Surat Menteri Agama Nomor B-

302/D.I.IV/BA.01.1/09/2017 tanggal 25 September 2017 perihal 

penjelasa yang berisi bahwa Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat 

Kristen Kementerian Agama RI tidak dapat memproses perubahan 

nama Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia (KINGMI) Irian Jaya menjadi 

Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia (KINGMI) Papua; 
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3) Rekomendasi terkait Permohonan Review dan Refokusing Program 

Kerja Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat ditindaklanjuti 

melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2017 tanggal 11 Desember 2017 perihal 

Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan 

Provinsi Papua Barat; 

4) Tindak lanjut kunjungan komunikasi diplomasi ke Negara Nauru 

mendapat respon postif dari Negara Republik Nauru terhadap Isu 

Papua. Respon positif Negara Republik Nauru juga dalam bentuk 

kunjungan balasan dari TIM Pacific Island Forum (PIF)melaksanakan 

kunjungan kerja dan studi banding ke Indonesia dalam pemantauan 

pelaksanaan Pilkada serentak di Papua Barat bulan Februari 2017, dan 

kedatangan Presiden Nauru dalam acara BDF (Bali Demokrasi Forum) 

sekaligus mengundang Presiden Republik Indonesia dalam acara HUT 

Emas ke 50 Republik Nauru pada bulan Januari 2018; 

5) Rekomendasi terkait usulan program pembangunan prioritas 

Pembangunan di Kabupaten Arfak, Provinsi Papua Barat kepada 

Menteri PPN/Kepala Bappenas ditindaklanjuti melalui Inpres Nomor 9 

Tahun 2017 tanggal 11 Desember 2017 perihal Percepatan 

Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua 

Barat; 

6) Rekomendasi terkait Tindak Lanjut Putusan MK No. 66/PUU-XI/2013 

perihal Pemindahan Ibukota Maybrat ke Ayamaru ditindaklanjuti melalui 

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 135.1/70/SJ tanggal 4 Januari 2018 

perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Kedudukan Ibukota Kabupaten 

Maybrat. Gubernur Papua Barat melakukan rekonsiliasi melalui 

pendekatan kultural kepada masyarakat Maybrat berdasarkan Surat 

Menteri Dalam Negeri, sebelum pemindahan ibukota; 

7) Surat tentangpencapaian target IDI untuk mencapai skor 75, 

ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan surat ke 

seluruh Gubernur se-Indonesia Nomor 200/1389/SJ tanggal 20 Maret 

2017 perihal Penguatan Kelompok Kerja (POKJA) Demokrasi di 

Daerah; 

8) Rekomendasi terkait pencabutan status badan hukum perkumpulan HTI 

ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 

Kementerian Dalam Negeri, dan Komnas HAM. 
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Analisis penyebab kurang berhasilnya pemenuhan rekomendasi yang 

ditindaklanjuti pada tahun 2017 sebanyak 8 rekomendasi dari 13 

rekomendasi yang sudah dihasilkan atau sebesar 61,54%, yaitu Belum 

terpantauannya oleh unit kerja terkait hasil tindak lanjut rekomendasi yang 

telah dikeluarkan ke Kementerian/Lembaga terkait. 

Adapun solusi agar tindak lanjut rekomendasi yang telah dikeluarkan yaitu 

unit kerja agar lebih aktif lagi untuk mencari informasi sejauh mana 

rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kemenko Polhukam telah 

ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait. 

c. Indikator Kinerja 3: Capaian Aspek Kebebasan Sipil 

Indikator kinerja capaian aspek kebebasan sipil diperoleh dari hasil Indeks 

Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2016 dengan nilai 76,45 atau tidak 

mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2017 

dengan nilai 80,30. Variabel dari aspek kebebasan sipil terdiri dari 

variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, variabel kebebasan 

berpendapat, variabel kebebasan berkeyakinan, serta variabel kebebasan 

dari diskriminasi.  

Selisih poin sebesar 3,85 dari realisasi dan target kinerja di tahun 2017 

pada aspek kebebasan sipil disebabkan antara lain: 

1) Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap adab berdemokrasi; 

2) Masih kurangnya pemahaman toleransi terhadap umat beragama; 

3) Belum optimalnya pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi 

pembinaan sosial dan pengawasan masyarakat; 

4) Adanya hambatan kebebasan berkumpul dan berserikat yang dipicu 

buruknya prilaku aparat Pemda dalam bentuk ancaman atau kekerasan; 

5) Adanya diskriminasi yang dipicu prilaku aparat Pemda dan juga 

masyarakat yang cenderung masih berifat diskriminatif terhadap 

kelompok rentan. 

Adapun solusi agar capaian aspek kebebasan sipil dapat meningkat, 

yaitu: 

1) Berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk mendorong 

pencapaian IDI sesuai RPJMN 2015-2019 dengan cara: 

a) Mendorong Kementerian Dalam Negeri agar menginstruksikan para 

Gubernur untuk:  

(1) Menggerakkan elemen Kelompok Kerja Pengembangan 

Demokrasi Provinsi untuk bekerja aktif dan nyata dalam 

meningkatkan capaian komponen-komponen IDI yang masih 

rendah; 
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(2) Mengalokasikan anggaran Kelompok Kerja Pengembangan 

Demokrasi Provinsi dalam APBD tahun Berjalan. 

b)   Memperkuat upaya Pemerintah dalam mendukung capaian IDI 

dengan berkontribusi aktif dalam Kelompok Kerja Pengembangan 

Demokrasi Provinsi; 

c) Memperkuat upaya-upaya untuk mewujudkan stabillitas politik dan 

keamanan di masing-masing daerah melalui berbagai program 

pembinaan kepada masyarakat bekerja sama dengan Pemerintah 

Daerah 

2) Melakukan advokasi terhadap provinsi yang nilai capaian Indeksnya 

masih rendah. 

d. Indikator Kinerja 4: Capaian Aspek Hak-hak Politik 

Indikator kinerja capaian aspek hak-hak politik diperoleh dari hasil Indeks 

Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2016 dengan nilai 70,11 atau tidak 

mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2017 

dengan nilai 70,50. Variabel dari aspek hak-hak politik terdiri dari variabel 

hal-hak politik meliputi hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik 

dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan.  

Selisih poin sebesar 0,39 dari realisasi dan target kinerja di tahun 2017 

pada aspek kebebasan sipil disebabkan antara lain: 

1) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang perlunya cara-cara persuasif 

atau non kekerasan dalam melakukan protes dan tuntutan; 

2) Kurangnya perhatian pemerintah terhadap tuntutan masyarakat 

sehingga memicu timbulnya tindakan yang bersifat kekerasan dalam 

menyampaikan aspirasi. 

Adapun solusi agar capaian aspek hak-hak politik dapat meningkat, yaitu: 

1) Berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk mendorong 

pencapaian IDI sesuai RPJMN 2015-2019 dengan cara: 

a) Mendorong Kementerian Dalam Negeri agar menginstruksikan para 

Gubernur untuk:  

(1) Menggerakkan elemen Kelompok Kerja Pengembangan 

Demokrasi Provinsi untuk bekerja aktif dan nyata dalam 

meningkatkan capaian komponen-komponen IDI yang masih 

rendah; 

(2) Mengalokasikan anggaran Kelompok Kerja Pengembangan 

Demokrasi Provinsi dalam APBD tahun Berjalan. 
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b)   Memperkuat upaya Pemerintah dalam mendukung capaian IDI 

dengan berkontribusi aktif dalam Kelompok Kerja Pengembangan 

Demokrasi Provinsi; 

c) Memperkuat upaya-upaya untuk mewujudkan stabillitas politik dan 

keamanan di masing-masing daerah melalui berbagai program 

pembinaan kepada masyarakat bekerja sama dengan Pemerintah 

Daerah 

2) Melakukan advokasi terhadap provinsi yang nilai capaian Indeksnya 

masih rendah. 

e. Indikator Kinerja 5: Capaian Aspek Lembaga-lembaga Demokrasi 

Indikator kinerja capaian aspek lembaga-lembaga demokrasi diperoleh 

dari hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2016 dengan nilai 62,05 

atau tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 

2017 dengan nilai 66,75. Variabel dari aspek lembaga-lembaga 

demokrasi terdiri dari variabel pemilu yang bebas dan adil, variabel peran 

DPRD, variabel peran partai politik, variabel peran birokrasi Pemerintah 

Daerah, variabel peran peradilan yang independen.  

Selisih poin sebesar 4,70 dari realisasi dan target kinerja di tahun 

2017pada aspek lembaga-lembaga demokrasi disebabkan anatara lain: 

1) Masih rendahnya alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan di 

sebagaian provinsi masih dibawah target nasional (20% dari APBD 

untuk pendidikan, dan 10% untuk kesehatan);  

2) Lemahnya DPRD dalam menghasilkan Peraturan Daerah Inisiatif 

sebagai salah satu manifestasi dari fungsi legislatif yang dimiliki; 

3) Dalam kurun waktu 8 tahun terakhir, belum banyak peran dari DPRD 

dalam menghasilkan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah, baik 

rekomendasi dalam bentuk tindak lanjut aspirasi masyarakat, maupun 

dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

Lemahnya peran DPRD tersebut ditenggarai dari penyebab 

“tersumbatnya” aliran partisipasi masyarakat, memburuknya pelayanan 
publik, dan semakin meningkatnya kecenderungan penyalahgunaan 

wewenang oleh pejabat Pemerintah Daerah; 

4) Lemahnya fungsi kaderisasi yang dilakukan partai politik peserta Pemilu 

yang memiliki korelasi yang kuat terhadap buruknya kinerja DPRD, 

utamanya dalam menghasilkan Perda Inisiatif dan rekomendasi kepada 

Eksekutif Daerah. 

5) Merosotnya kinerja dan peran partai politik (termasuk krisis kaderisasi, 

kepemimpinan yang sentralistik, dan buruknya rekruitmen anggota), 

serta peran birokrasi pemerintah daerah yang rendah. 
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Adapun solusi agar capaian aspek lembaga-lembaga demokrasi dapat 

meningkat, yaitu: 

1) Berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk mendorong 

pencapaian IDI sesuai RPJMN 2015-2019 dengan cara: 

a) Mendorong Kementerian Dalam Negeri agar menginstruksikan para 

Gubernur untuk:  

(1) Menggerakkan elemen Kelompok Kerja Pengembangan 

Demokrasi Provinsi untuk bekerja aktif dan nyata dalam 

meningkatkan capaian komponen-komponen IDI yang masih 

rendah; 

(2) Mengalokasikan anggaran Kelompok Kerja Pengembangan 

Demokrasi Provinsi dalam APBD tahun Berjalan. 

b) Mengoptimalkan peran dan fungsi DPRD sebagaimana telah diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah; 

c)  Pimpinan DPRD Provinsi untuk mendorong aktifnya peran DPRD 

dalam mengeluarkan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah 

Daerah   

d)  Memperkuat upaya Pemerintah dalam mendukung capaian IDI 

dengan berkontribusi aktif dalam Kelompok Kerja Pengembangan 

Demokrasi Provinsi; 

e) Memperkuat upaya-upaya untuk mewujudkan stabillitas politik dan 

keamanan di masing-masing daerah melalui berbagai program 

pembinaan kepada masyarakat bekerja sama dengan Pemerintah 

Daerah 

2) Melakukan advokasi terhadap provinsi yang nilai capaian Indeksnya 

masih rendah. 

f. Indikator Kinerja 6: Persentase temuan yang ditindaklanjuti 

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik 

Indonesia atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Politik, 

Hukum, dan Keamanan Tahun 2016 tidak terdapat temuan yang harus 

ditindaklanjuti oleh Kedeputian I/Poldagri. Hal ini menggambarkan 

Kedeputian I/Poldagri telah melaksankaan sistem administrasi dengan 

tertib. 
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g. Indikator Kinerja 7: Persentase realisasi penyerapan anggaran 

Realisasi anggaran Kedeputian I/Poldagri tahun 2017 sebesar 

Rp23.310.491.735,00 (dua puluh tiga milyar tiga ratus sepuluh juta empat 

ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) atau 

97,39% dari pagu anggaran sebesar Rp23.934.491.000,00 (dua puluh tiga 

milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh 

satu ribu rupiah). Hasil penyerapan anggaran Kedeputian I/Poldagri tahun 

2017 sebesar 97,39% melampaui target kinerja sebesar 90,00%. Rincian 

realisasi penyerapan anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

KEGIATAN 
PAGU 

ANGGARAN 
REALISASI % SISA PAGU 

Koordinasi 
Demokrasi & 
Organisasi 
Masyarakat Sipil 

10.593.341.000 10.487.654.922 99,00 105.686.078 

Koordinasi 
Pemantapan  
Desentralisasi & 
Otda 

750.302.000 737.818.587 98,34 12.483.413 

Koordinasi  
Pengelolaan 
Pemilu dan 
Penguatan Partai 
Politik 

3.054.650.000 2.996.399.814 98,09 58.250.186 

Koordinasi  
Pemantapan 
Otonomi Khusus 

8.826.698.000 8.435.922.439 95,57 390.775.561 

Dukungan 
manajemen dan 
pelaksanaan 
tugas teknis 
lainnya 
Sekretariat 
Deputi Bidang 
Koordinasi 
Poldagri 

709.500.000 652.695.973 91,99 56.804.027 

JUMLAH 23.934.491.000 23.310.491.735 97,39 623.999.265 

 

Dari tabel diatas, dapat di analisa daya serap anggaran per kegiatan yang 

dilaksanakan masing-masing unit kerja di Kedeputian I/Poldagri, yaitu: 



 

 

 

L A P O R A N  A K U N T A B I L I T A S  K I N E R J A  K E D E P U T I A N I / P O L D A G R I  2 0 1 7  

 

26 

1) Asisten Deputi Bidang Koordinasi Demokrasi dan Organisasi 

Masyarakat Sipil masih tersisa anggaran sebesar Rp105.686.078,00 

yang dapat dirinci sebagai berikut: 

a) Rapat koordinasi kebijakan bidang demokrasi dan organisasi 

masyarakat sebesar Rp10.442.828,00; 

b) Koordinasi dan pengendalian kebijakan bidang demokrasi dan 

organisasi masyarakat sipil sebesar Rp6.600.550,00; 

c) Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia sebesar 

Rp78.098.500,00; 

d) Pemberian anugerah Indeks Demokrasi Indonesia sebesar 

Rp54.000,00; 

e) FKK pencapaian target Indeks Demokrasi Indonesia dalam RPJMN 

sebesar Rp10.490.200,00. 

2) Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pemantapan Desentralisasi dan 

Otonomi Daerah masih tersisa anggaran sebesar Rp12.483.413,00 

yang dapat dirinci sebagai berikut: 

a) Rapat koordinasi kebijakan bidang desentralisasi dan otonomi 

daerah sebesar Rp1.753.703,00; 

b) Koordinasi dan pengendalian kebijakan bidang desentralisasi dan 

otonomi daerah sebesar Rp541.300,00; 

c) Kajian penataan daerah otonomi baru sebesar Rp10.188.410,00. 

3) Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan 

Partai Politik masih tersisa anggaran sebesar Rp58.250.186,00 yang 

dapat dirinci sebagai berikut: 

a) Pelaksanaan rapat koordinasi pengelolaan pemilu dan penguatan 

partai politik sebesar Rp3.331.550,00; 

b) Seminar koordinasi pengelolaan pemilu dan penguatan partai politik 

sebesar Rp11.343.861,00; 

c) Pelaksanaan pemantapan koordinasi pengelolaan pemilu dan 

penguatan partai politik sebesar Rp16.820.400,00; 

d) Persiapan Deks Pemilukada sebesar Rp26.754.375,00; 

e) Pelaksanaan operasional Deks Pemilukada sebesar 

Rp4.640.000,00; 

f) Pemantapan koordinasi Deks Pemilukada sebesar Rp71.975,00. 
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4) Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pemantapan Otonomi Khusus masih 

tersisa anggaran sebesar Rp390.775.561,00 yang dapat dirinci sebagai 

berikut: 

a) Pelaksanaan rapat koordinasi otonomi khusus sebesar  

Rp14.747.000,00; 

b) Pemantapan koordinasi kebijakan otonomi khusus sebesar 

Rp5.736.300,00; 

c) Persiapan operasional Deks Otonomi Khusus Tanah Papua sebesar 

Rp8.029.791,00; 

d) Pelaksanaan operasional Deks Otonomi Khusus Tanah Papua 

sebesar Rp265.195.185,00; 

e) Koordinasi intelijen permasalahan Papua dan Papua Barat sebesar 

Rp85.000,00; 

f) Strategi komunikasi dan diplomasi otonomi khusus sebesar 

Rp5.414.585,00; 

g) Strategi penguatan opini otonomi khusus sebesar Rp352.000,00 

h) Strategi offensive diplomacy terkait Papua sebesar 

Rp58.637.700,00; 

i) Strategi diseminasi otonomi khusus sebesar Rp32.578.000,00. 

5) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 

Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Poldagri masih tersisa anggaran 

sebesar Rp56.804.027,00 yang dapat dirinci sebagai berikut: 

a) Layanan perencanaan Deputi sebesar Rp43.884.527,00; 

b) Layanan pemantauan dan evaluasi Deputi sebesar Rp7.982.000,00; 

c) Layanan Tata Usaha dan Umum Deputi sebesar Rp3.790.000,00; 

d) Layanan administrasi Deputi sebesar Rp1.147.500,00. 

h. Indikator Kinerja 8: Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah Unit Kerja Kedeputian Bidkoor Poldagri 

Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kedeputian 

I/Poldagri tahun 2017 yang diperoleh dari hasil evaluasi Inspektorat 

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan senilai 

76,63 atau kategori BB (sangat baik) dengan rincian sebagai berikut: 

a. Skor perencanaan kinerja 23,77 (skala 30,00); 

b. Skor pengukuran kinerja 18,75 (skala 25,00); 

c. Skor pelaporan kinerja 10,37 (skala 15,00); 

d. Skor evaluasi kinerja 7,75 (skala 10,00); 

e. Skor capaian kinerja 16,00 (skala 20,00). 
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Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kedeputian 

I/Poldagri tahun 2017 sebesar 76,63 telah melampaui target kinerja tahun 

2017 sebesar 70,00. 

2. Capaian realisasi kinerja tahun 2017 dibandingkan tahun 2016  

a. Sasaran strategis meningkatnya kualitas demokrasi, kebijakan politik 

dalam negeri dan diplomasi. 

INDIKATOR KINERJA 
REALISASI 

2016 

REALISASI 

2017 

1. Jumlah rekomendasi kebijakan Debottlenecking 
permasalahan politik dalam negeri 

- 13 

2. Presentase rekomendasi kebijakan 
Debottlenecking permasalahan permasalahan 
politik dalam negeri yang ditindaklanjuti 

- 61,54% 

3. Capaian Aspek Kebebasan Sipil   80,30 76,45 

4. Capaian Aspek Hak-hak Politik 70,63 70,11 

5. Capaian Aspek Lembaga-lembaga Demokrasi 66,87 62,05 

Capaian realiasi kinerja tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 terdapat 

perbedaan indikator kinerja (Jumlah rekomendasi kebijakan 

debottlenecking permasalahan politik dalam negeri dan prosentase 

rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan permasalahan 

politik dalam negeri yang ditindaklanjuti). Hal ini dikarenakan adanya 

penyesuaian indikator kinerja tahun 2017 yang ada dalam perjanjian 

kinerja, agar capaian kinerja (outcome) lebih terukur untuk penilaian 

kinerja ditahun berikutnya. Capaian realisasi kinerja tahun 2017 dan 2016 

yang dapat dibandingkan yaitu: 

1) Capaian aspek kebebasan sipil 

Capaian Aspek Kebebasan Sipil dihasilkan dari pengukuran terhadap 4 

variabel. Hasil realisasi kinerja capaian aspek kebebasan sipil tahun 

2017 dibandingkan tahun 2016 dapat dirinci sebagai berikut: 

NO VARIABEL 
TAHUN 

2016 
TAHUN 

2017 
SELISIH 

1 
Kebebasan Berkumpul dan 
Berserikat 

86,65 82,79 (3,86) 

2 Kebebasan Berpendapat 62,21 72,17 9,96 

3 Kebebasan Berkeyakinan 80,50 81,69 1,19 

4 Kebebasan dari Diskriminasi 87,60 87,43 (0,17) 

Aspek Kebebasan Sipil 80,30 76,45 (3,85) 
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Perlu melihat lebih jauh berbagai faktor penyebab kenaikan dan 

penurunan nilai indeks masing-masing variabel tersebut. Penurunan 

nilai indeks variabel 1 lebih banyak diakibatkan oleh merosotnya nilai 

skor indikator 1 sebesar (3,86) poin, dari 86.76 menjadi 82.79. Data ini 

menggambarkan bertambahnya ancaman kekerasan atau penggunaan 

kekerasan oleh aparat pemerintah daerah yang menghambat 

kebebasan berkumpul dan berserikat. Artinya, hak kebebasan sipil 

warga, khususnya terkait hak kebebasan berkumpul dan berserikat 

mengalami hambatan akibat perilaku arogan aparat Pemda, baik dalam 

bentuk ancaman maupun penggunaan kekerasan.  

Sebaliknya, nilai indeks variabel 2 tentang kebebasan berpendapat 

mengalami kenaikan signifikan sebesar 09.96 poin, dari 62.21 menjadi 

72.17. Kondisi tersebut mengisyaratkan berkurangnya ancaman 

kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang 

menghambat kebebasan berpendapat.  

Nilai indeks variabel 3 juga meningkat sebanyak 01.19 poin, dari 80.50 

menjadi 81.69. Data tersebut mengindikasikan semakin membaiknya 

kinerja dan perilaku aparat Pemda dalam upaya penegakan hak sipil 

terkait Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.  

Sementara penurunan nilai indeks variabel 4 sebesar (0,17) poin, dari 

87.60 menjadi 87.43. Hal itu mengindikasikan semakin meningkatnya 

jumlah aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau 

terhadap kelompok rentan lain.  

Kondisi ini dapat dimaknai sebagai menguatnya intoleransi dan 

perilaku diskriminatif warga dalam bentuk ancaman kekerasan atau 

penggunaan kekerasan karena alasan gender, etnis, disabilitas atau 

lainnya. 

Adapun secara spesifik terhadap penurunan capaian aspek kebebasan 

sipil dari realisasi kinerja tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 sebesar 

3,85 poin disebabkan hal-hal sebagai berikut : 

a) Adanya hambatan dalam bentuk ancaman atau penggunaan 

kekerasan dari aparat Pemda terhadap masyarakat untuk 

berkumpul dan berdiskusi mengenai isu komunis dan PKI serta 

kegiatan kampanye pencegahan HIV/Aids; 

b) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam bentuk pendidikan 

politik dan pendidikan kewarganegaraan yang menekankan 

pentingnya prinsip bhinneka tunggal ika agar masyarakat tidak 
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mudah melakukan aksi-aksi anarkis yang membelenggu hak-hak 

orang lain terkait kebebasan berpendapat; 

c) Masih tingginya prilaku intoleran masyarakat yang menghambat 

kebebasan berpendapat diantara sesama warga; 

d) Masih adanya aturan-aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal 

gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lain karena 

menghambat pertumbuhan demokrasi yang sehat dan substansi. 

2) Capaian aspek hak-hak politik 

Hasil realisasi kinerja capaian aspek hak-hak politik tahun 2017 

dibandingkan tahun 2016 dapat dirinci sebagai berikut: 

NO VARIABEL 
TAHUN 

2016 
TAHUN 

2017 
SELISIH 

1 Hak Memilih dan Dipilih 75,26 75,26 - 

2 
Partisipasi Politik dalam 
pengambilan keputusan dan 
pengawasan 

60,59 60,13 
0,65 

Aspek Hak-hak Politik 70,63 70,11 (0,52) 

Secara nasional, indeks Aspek Hak-hak Politik mengalami sedikit 

penurunan (0,52). Hal ini disebabkan karena turunnya indeks untuk 

Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan 

Pengawasan  sebesar 0,46, dari 60,59 menjadi 60,13. Meskipun 

Variabel Hak Memilih dan Dipilih naik sedikit, yakni sebesar 0,04 dari 

75,22 menjadi 75,26. 

Memperkuat pendapat bahwa kedua variabel dalam Aspek Hak-hak 

Politik mengalami kestabilan indeks yang paling kuat dibandingkan 

dengan dua aspek lainnya. Di luar dua variabel yang yang tidak 

mengalami perbedaan indeks (yang selisihnya 0, yaitu Variabel Hak 

Memilih dan Dipilih  dan Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil), 

Variabel Partisipasi Politik adalah variabel yang mengalami penurunan 

yang paling sedikit dari semua variabel yang ada. Variabel ini berada 

pada posisi kedua (-0,46)  setelah Variabel Kebebasan dari 

Diskriminasi (-0,17) yang menduduki tempat pertama dalam hal 

penurunan yang paling kecil. 

Variabel Hak Memilih dan Dipilih tidak mengalami perubahan yang 

berarti karena data yang digunakan adalah data indeks sebelumnya, 

kecuali Indikator Perempuan Terpilih di DPRD Propinsi (Indikator 15). 

menunjukkan bahwa Variabel Hak Memilih dan Dipilih hanya 

mengalami kenaikan yang kecil (sebesar 0,04 poin) karena adanya 
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sedikit kenaikan Indikator 15. Variabel ini memperoleh nilai yang 

termasuk dalam kategori sedang (75,26). Perubahan indeks indikator 

ini disebabkan oleh pergantian antar waktu (PAW) anggota legislatif 

perempuan disebabkan karena meninggal dunia atau diberhentikan 

oleh partai politiknya. 

Hasil IDI menunjukkan bahwa tidak ada perubahan yang berarti dalam 

Indikator 15 karena hanya ada sedikit PAW yang memasukkan 

anggota perempuan. angka untuk indikator ini adalah 53,49, angka 

tersebut naik sedikit menjadi 54,29. Data ini menunjukkan bahwa 

angka untuk jumlah perempuan di DPRD Propinsi masih rendah 

sehingga termasuk dalam kategori buruk. Ini berarti bahwa 

perkembangan demokrasi di semua propinsi di Indonesia masih 

rendah karena sedikitnya jumlah perempuan atau rendahnya kualitas 

perempuan yang diajukan sebagai calon legislatif (caleg) dalam pemilu 

oleh partai politik sehingga tidak banyak yang terpilih dalam 

pemilu.Gejala ini juga menunjukkan kurangnya penghargaan para 

pemilih terhadap caleg perempuan yang mengakibatkan rendahnya 

pilihan masyarakat terhadap caleg perempuan. 

Variabel yang mengalami sedikit penurunan adalah Variabel Partisipasi 

Politik yang disebabkan adanya perubahan perolehan kedua 

indikatornya. Indikator 16 (Demonstrasi/mogok yang Bersifat 

Kekerasan) mengalami kenaikan yang agak besar (8,92) dari 34,14 

dalam IDI 2015 menjadi 43,06 dalam IDI 2016. Namun kenaikan ini 

diimbangi dengan penurunan yang lebih besar (9,83) dari Indikator 17 

(Pengaduan Masyarakat mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan) 

dari 87,04 menjadi 77,21. Akibatnya, Variabel Partisipasi Politik 

mengalami sedikit penurunan, yakni 0,46 poin. 

Capaian Variabel-variabel dan Indikator-indikator dalam  
Aspek Hak-hak Politik  

Variabel/Indikator 2016 2017 

Variabel Hak Memilih dan Dipilih 75,22 75,26 

Indikator 11 95,83 95,83 

Indikator 12 60,00 60,00 

Indikator 13 74,44 74,44 

Indikator 14 75,07 75,07 

Indikator 15 53,49 54,29 

Variabel Partisipasi Politik 60,59 60,13 

Indikator 16 34,14 43,06 
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Variabel/Indikator 2016 2017 

  Indikator 17 87,04 77,21 

 

Adapun secara spesifik terhadap penurunan capaian aspek hak-hak 

politik dari realisasi kinerja tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 

sebesar 0,52 poin. Hal ini disebabkan: 

a) Masih rendahnya jumlah perempuan di DPRD Provinsi; 

b) Adanya penurunan pengaduan masyarakat tentang 

penyelenggaraan pemerintahan melalui surat kabar setempat. 

3) Capaian aspek lembaga-lembaga demokrasi 

Hasil realisasi kinerja capaian aspek lembaga-lembaga demokrasi 

tahun 2017 sesuai variabel yang menyumbangnya dibandingkan tahun 

2016 dapat dirinci sebagai berikut: 

NO VARIABEL 
TAHUN 

2016 

TAHUN 

2017 
SELISIH 

1 Pemilu yang Bebas dan Adil 95,48 95,48 - 

2 Peran DPRD 42,90 46,76 3,86 

3 Peran Partai Politik 59,09 52,29 (6,80) 

4 
Peran Birokrasi Pemerintah 

Daerah 
53,11 47,51 (5,60) 

5 
Peran Peradilan yang 

Independen 
92,28 91,36 (0,92) 

Aspek Lembaga-lembaga 

Demokrasi 
66,87 62,05 (4,82) 

Secara kuantitas, capaian indeks aspek Lembaga Demokrasi 

mengalami penurunan  sebesar 4.83 poin bila dibandingkan dengan 

capaian indeks sebelumnya. Lebih spesifiknya, capaian indeks aspek 

Lembaga Demokrasi sebelumnya sebesar 66.87, mengalami 

penurunan menjadi 62.05.  Namun demikian, dalam dimensi kualitas, 

sebenarnya, kinerja aspek Lembaga Demokrasi masih tetap pada 

posisi yang sama dengan sebelumnya, yaitu pada kategori "sedang" 

(skala pengukuran : 60< Buruk; 60-80 Sedang; >80 Baik). 

Penting untuk ditegaskan di sini, bahwa  kendati  secara kuantitatif 

capaian indeks nasional aspek Lembaga Demokrasi mengalami 

penurunan,  dan  secara kualitatif tetap berada pada kategori "sedang", 

tetapi pada tingkat provinsi, sebaran capaian indeks Lembaga 
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Demokrasi terlihat sangat bervariasi. Secara singkat dapat dijelaskan 

bahwa terdapat dua provinsi yang termasuk pada kategori kinerja 

"Baik" karena  memiliki capaian indeks >80,  duapuluh lima provinsi 

dengan kinerja "Sedang" (60-80), dan tujuh provinsi dengan kinerja 

"Buruk", karena memiliki capaian indeks <60 

Sebaran Capaian Indeks Aspek Lembaga Demokrasi  
Menurut Provinsi 

Capaian 
Indeks 

Kinerja 
Demokrasi 

Jumlah Provinsi 

>80 Baik 2 D.I.Yogyakarta, Bangka Belitung 

60-80 Sedang 25 Bengkulu, Sulawesi Tenggara, 

Gorontalo, Kalimantan Selatan, 

Bali, Nusa Tenggara Barat, 

Sulawesi Selatan, Maluku , 

Sulawesi Tengah, Kalimantan 

Tengah, Maluku Utara, Jawa 

Tengah, Sumatera Selatan, 

Nusa Tenggara Timur, 

Kalimantan Barat, Kalimantan 

Utara, Sulawesi Barat, 

Lampung, Jawa Timur, DKI 

Jakarta, Riau, Banten, Sulawesi 

Utara, Kalimantan Timur, Aceh 

<60 Buruk 7 Kepulauan Riau, Sumatera 
Barat, Sumatera Utara, Jambi, 
Papua Barat, Papua, Jawa Barat 

Lebih jauh, bila dilihat perbandingan antara capaian indeks menurut 

provinsi, maka akan terlihat bahwa, terdapat delapan provinsi yang 

mengalami kenaikan cukup siginifikan (>5 poin), dan sebanyak sebelas 

provinsi yang mengalami penurunan capaian indeks cukup tajam.  

Lima provinsi yang mengalami kenaikan capaian indeks tersebut 

adalah: Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Utara, 

Kepulauan Bangka Belitung, Bali, Sumatera Selatan, dan Jawa 

Tengah. Sedangkan sebelas provinsi yang mengalami penurunan 

capaian indeks adalah: Sumatera Barat, Jambi,  DKI Jakarta, Jawa 

Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, 

Banten, Sumatera Utara, Gorontalo, dan Kepulauan Riau.  
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Di samping itu sebagian besar provinsi di Indonesia (sebanyak 25) 

memiliki capaian indeks aspek Lembaga Demokrasi dengan kategori 

"Sedang", namun juga terdapat dua provinsi yang memiliki capaian 

indeks dengan kategori "Baik" dan tujuh provinsi memiliki capaian 

indeks dengan kategori "Buruk". Penurunan capaian indeks nasional 

pada aspek Lembaga Demokrasi, antara lain, disebabkan oleh adanya 

penurunan secara signifikan capaian indeks pada sebelas provinsi. 

Capaian indeks kumulatif (nasional)  aspek Lembaga Demokrasi 

mengalami penurunan cukup sigifikan (4,82 poin), walaupun  secara 

kualitatif, masih tetap pada kategori kinerja "Sedang". Secara umum, 

menunjukkan bahwa penurunan capaian indeks aspek Lembaga 

Demokrasi disebabkan oleh adanya penurunan capaian indeks pada 

dua variabel, yaitu Peran Partai Politik (sebesar 6,8 poin) dan Peran 

Birokrasi Pemerintah Daerah (sebesar 5,6 poin). Variabel Peradilan 

yang Independen, juga  mengalami penurunan, namun sangat tipis, 

yaitu sebesar  0,92. Sementara, variabel Peran DPRD, walaupun 

mengalami kenaikan capaian indeks sebesar 3,86 poin, tetapi tetap 

pada kategori "Buruk", yaitu dari 42,90 pada sebelumnya menjadi 

46,76. Sedangkan  variabel Pemilu yang Bebas dan Adil, memiliki 

capaian indeks sama dengan tahun sebelumnya (95,48).  

Secara spesifik penurunan capaian aspek lembaga-lembaga 

demokrasi dari realisasi kinerja tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 

sebesar 4,82 poin, disebabkan: 

a) Merosotnya kinerja dan peran partai politik (termasuk krisis 

kaderisasi, kepemimpinan yang sentralistik, dan buruknya 

rekruitmen anggota); 

b) Masih banyaknya penyelahgunaan wewenang oleh pejabat 

pemerintah daerah yang ditunjukkan oleh banyaknya kebijakan 

pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh 

keputusan PTUN; 

c) Belum tersedianya secara memadai dan transparan informasi 

APBD oleh pemerintah daerah; 

d) Sasaran strategis terwujudnya daya dukung manajemen unit 

organisasi yang berkualitas. 

INDIKATOR KINERJA 
REALISASI 

2016 

REALISASI 

2017 

1. Prosentase terwujudnya daya dukung 

manajemen unit organisasi yang 

berkualitas 

86,84% - 
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2. Porsentase temuan yang ditindaklanjuti - 100% 

3. Persentase realisasi penyerapan 

anggaran 
- 97,39% 

4. Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah Unit Kerja 

Kedeputian Bidkoor Poldagri 

- 76,63 

 

Capaian realiasi kinerja tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 untuk 

sasaran strategis terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi 

yang berkualitas terdapat perbedaan indikator kinerja, sehingga tidak 

dapat dibandingkan. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian indikator 

kinerja tahun 2017 yang ada dalam perjanjian kinerja, agar capaian kinerja 

(outcome) lebih terukur untuk penilaian kinerja ditahun berikutnya. 

3. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

a. Sumber Daya Keuangan 

SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 

CAPAIAN 
KINERJA 

PENYERAPAN 
ANGGARAN 

TINGKAT 
EFISIENSI 

1. Meningkatny
a kualitas 
demokrasi, 
kebijakan 
politik dalam 
negeri dan 
diplomasi. 

Jumlah 
rekomendasi 
kebijakan 
Debottlenecking 
permasalahan 
politik dalam negeri 

13 

96,31% 3,69% Presentase 
rekomendasi 
kebijakan 
Debottlenecking 
permasalahan 
permasalahan 
politik dalam negeri 
yang ditindaklanjuti 

61,54% 

Capaian Aspek 
Kebebasan Sipil   76,45 

99,14% 0,86% 
Capaian Aspek 
Hak-hak Politik 

70,11 

Capaian Aspek 
Lembaga-lembaga 
Demokrasi 

62,05 
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SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 

CAPAIAN 
KINERJA 

PENYERAPAN 
ANGGARAN 

TINGKAT 
EFISIENSI 

2. Terwujudnya 
daya dukung 
manajemen 
unit 
organisasi 
yang 
berkualitas. 

Persentase temuan 
yang ditindaklanjuti 

100% 

91,99% 8,01% 
 Persentase realisasi 

penyerapan 
anggaran 

97,39% 

 Nilai Laporan 
Akuntabilitas 
Kinerja Instansi 
Pemerintah Unit 
Kerja Kedeputian 
Bidkoor Poldagri 

76,63 

 

b. Sumber Daya Manusia 

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Kedeputian I/Poldagri dalam 

pencapaian target kinerja tahun 2017 diantaranya adalah peningkatan di 

bidang pembinaan sumber daya manusia (SDM) dan sistem/metode. 

Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, Kedeputian 

I/Poldagri telah meningkatkan kualitas SDM yang ada di Kedeputian 

I/Poldagri dengan mengirimkan personil pengikuti berbagai pelatihan, 

antara lain: 

a. Pelatihan aplikasi Sistem Data Kinerja (Sisdakin) yang dilaksanakan 

dalam lingkungan Kemenko Polhukam, personil yang dikirim adalah 

Arif Dwinanto, Kepala Sub bagian Pemantauan dan Evaluasi 

Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri. 

b. Pelatihan aplikasi PP39 Bappenas yang dilaksanakan dalam 

lingkungan Kemenko Polhukam, personil yang dikirim adalah Arif 

Dwinanto, Kepala Sub bagian Pemantauan dan Evaluasi Kedeputian 

Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri. 

c. Pelatihan aplikasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang dilaksanakan 

dalam lingkungan Kemenko Polhukam, personil yang dikirim adalah: 

1) Nano Saryanto, Kepala Sub bagian Tata Usaha; 

2) Fajar Riyanto, Pengadministrasi Umum. 

d. Studi Banding ke Kementerian Perindustrian dalam rangka pelatihan 

penatausahaan Arsip, personil yang dikirim adalah: 
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1) Nano Saryanto, Kepala Sub bagian Tata Usaha; 

2) Fajar Riyanto, Pengadministrasi Umum. 

e. Pelatihan Tata Naskah Dinas yang dilaksanakan dalam lingkungan 

Kemenko Polhukam, personil yang dikirim adalah Nano Saryanto, 

Kepala Sub bagian Tata Usaha. 

f. Pelatihan Standard Operating Procedure (SOP) Kemenko Polhukam 

yang dilaksanakan dalam lingkungan Kemenko Polhukam, personil 

yang dikirim adalah Nano Saryanto, Kepala Sub bagian Tata Usaha. 

g. Pelatihan aplikasi Persuratan yang dilaksanakan dalam lingkungan 

Kemenko Polhukam, personil yang dikirim adalah Nano Saryanto, 

Kepala Sub bagian Tata Usaha. 

h. Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang 

dilaksanakan di lingkungan Kemenko Polhukam, personil yang dikirim 

adalah Pujianto, S.E., Kepala Sub bagian Program Kedeputian Bidang 

Koordinasi Politik Dalam Negeri. 

i. Studi Banding ke Belanda dalam rangka pelatihan training tailor made 

(pelatihan tentang cyber), personil yang dikirim adalah Harzeni Paine, 

Kepala Bidang Desentralisasi. 

4. Analisa Kurang Tercapainya Perjanjian Kinerja (PK) 2017 

Target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK), 

sampai dengan akhir tahun 2017 tidak tercapai seluruhnya. Target yang tidak 

tercapai dan cukup menonjol adalah capaian Aspek Kebebasan Sipil, capaian 

Aspek Hak-hak Politik dan Capaian Aspek Lembaga-lembaga Demokrasi 

yang diukur dari hasil Indes Demokrasi Indonesia (IDI). Ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi tidak tercapainya kinerja dimaksud, antara lain ditinjau 

dari faktor eksternal maupun faktor internal. 

a. Analisa Eksternal 

1) Aspek Kebebasan Sipil 

Nilai indeks aspek kebebasan sipil disumbang oleh nilai indeks empat 

variabel yang terdapat di dalamnya. Pertama, nilai indeks variabel 

Kebebasan Berkumpul dan Berserikat sebesar 82.79, kedua nilai 

indeks variabel Kebebasan Berpendapat sebesar  72.17. Ketiga, nilai 

indeks variabel Kebebasan Berkeyakinan sebesar 81.69 dan terakhir 

nilai indeks variabel Kebebasan dari Diskriminasi sebesar 87.43, 

perbandingan capaian dari tahun sebelumnya, adalah : 
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No          Variabel   2016    2017 

1 Kebebasan Berkumpul dan 

Berserikat 

   86.65    82.79 

2 Kebebasan  Berpendapat                     62.21     72.17     

3 Kebebasan Berkeyakinan    80.50          81.69     

 4    
 

Kebebasan dari Diskriminasi    87.60    87.43 

    

Dari Tabel tersebut memperlihatkan perbandingan capaian nilai 

indeks variabel dalam Aspek Kebebasan Sipil IDI tahun 2016 dan 

tahun sebelumnya (2015). Terlihat bahwa meski nilai indeks aspek 

kebebasan sipil mengalami penurunan, namun berita baiknya 

penurunan hanya terjadi pada dua variabel, yaitu variabel 1 dan 4, 

sedangkan variabel 2 dan 3 mengalami kenaikan.  

Turunnya nilai aspek kebebasan sipil disebabkan oleh merosotnya 

nilai indeks variabel 1 terkait kebebasan berkumpul dan berserikat 

sebesar 03.86 poin dan turunnya nilai indeks variabel 4 terkait 

kebebasan dari diskriminasi sebesar 00.17. Artinya, hambatan bagi 

penegakan hak kebebasan sipil muncul lebih banyak dalam bentuk 

hambatan kebebasan berkumpul dan berserikat serta kebebasan dari 

diskriminasi. Jika digali lebih jauh, tampak bahwa hambatan 

kebebasan berkumpul dan berserikat lebih disebabkan oleh buruknya 

perilaku aparat Pemda dalam bentuk ancaman atau penggunaan 

kekerasan. Adapun hambatan kebebasan dari diskriminasi 

disebabkan oleh perilaku aparat Pemda dan juga masyarakat yang.  

Nilai skor indikator 4 adalah paling rendah, sebesar 50.74 (kategori 

buruk). Meski nilai skornya naik signifikan sebesar 11.15 poin, tapi 

karena capaian tahun sebelumnya sangat buruk, maka kenaikan 

tersebut tidak mengubah kategori. Indikator ini menggambarkan 

perilaku masyarakat yang senang mengancam dan menggunakan 

kekerasan untuk menghambat kebebasan berpendapat sesama 

masyarakat. Artinya, ada kecenderungan perilaku masyarakat 

semakin intoleran dan tidak demokratis, dan jika ini dibiarkan 

berlarut-larut, akan menjadi “bom waktu” yang sewaktu-waktu akan 

meledak menjadi konflik horisontal yang membahayakan kesatuan 

NKRI.  

Menarik dicatat, IDI 2016 menunjukkan bahwa pemenuhan hak 

kebebasan beragama dan berkeyakinan semakin membaik. Nilai 

indeks variabel kebebasan beragama dan berkeyakinan secara 

nasional mengalami kenaikan sebesar 01.19 poin dari 80.50 (2015) 
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menjadi 81.69 (2016). Kalaupun terjadi konflik atau kekerasan 

berbasis agama di masyarakat, hal itu cenderung disebabkan oleh 

adanya politisasi agama atau manipulasi simbol-simbol agama. 

Artinya, agama disalahgunakan sebagai alat politik untuk 

kepentingan jangka pendek dari kelompok atau partai politik tertentu. 

Perlu upaya-upaya penguatan di tingkat grass root melalui diseminasi 

interpretasi ajaran agama yang humanistik, progressif dan kondusif 

bagi tegaknya demokrasi dan pemenuhan hak asasi manusia di 

Indonesia. 

2) Aspek Hak-hak Politik 

Secara nasional, indeks Aspek Hak-hak Politik mengalami sedikit 

penurunan (0,52). Hal ini disebabkan karena turunnya indeks untuk 

Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan 

Pengawasan  sebesar 0,46, dari 60,59 menjadi 60,13, meskipun 

Variabel Hak Memilih dan Dipilih naik sedikit, yakni sebesar 0,04 dari 

75,22 menjadi 75,26. 

Perbandingan Indeks Variabel 

No                      Variabel 2016 2017 Selisih 
1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat 85,65 82,79 -3,86 
2. Kebebasan Berpendapat 62,21 72,17 9,96 
3. Kebebasan Berkeyakinan 80,50 81,69 1,19 

4. Kebebasan dari Diskriminasi 87,60 87,43 -0,17 
5. Hak Memilih dan Dipilih 75,22 75,26 +0,04 
6. Partisipasi Politik 60,59 60,13    -0,46 
7. Pemilu yang Bebas dan Adil 95,48 95,48 0 
8. Peran DPRD 42,90 46,76 3,86 
9. Peran Partai Politik 59,09 52,29 -6,80 

10. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah 53,11 47,51 -5,60 

11. Peran Peradilan yang Independen 92,28 91,36 -0,92 

 

Penyebab penurunan yang tipis dari Variabel Partisipasi Politik dalam 

Pengambilan Keputusan dan Pengawasan (0,46 poin) adalah 

kenaikan Indikator Demonstrasi/Mogok yang Bersifat Kekerasan 

(Indikator 16) sebesar 8,92 poin, namun demikian terjadi penurunan 

Indikator Pengaduan Masyarakat mengenai Penyelenggaraan 

Pemerintahan (Indikator 17) sebesar 9,83 poin. Hal ini tampak dalam 

Kenaikan Indikator 16 yang cukup besar (8,92 poin) tidak mempunyai 

dampak yang besar untuk menaikkan indeks Variabel Partisipasi 

Politik dalam pengambilan Keputusan dan Pengawasan karena 

penurunan Indikator 17 yang relatif sama (7,62 poin). Kenaikan dan 
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penurunan ini menyebabkan variabel Partisipasi Politik tidak 

mengalami perubahan yang berarti. 

Di sisi lain terjadi peningkatan indeks Indikator 16 berarti terjadi 

penurunan jumlah demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan di 

Indonesia. Gejala ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas dalam 

demonstrasi sehingga terjadi pengurangan demo/mogok yang bersifat 

kekerasan. Berkurangnya demo/mogok yang bersifat kekerasan dapat 

diartikan semakin membaiknya perkembangan demokrasi di Indonesia 

karena semakin banyak penyampaian aspirasi yang dilakukan dengan 

cara yang lebih baik. Hal ini memang merupakan salah satu masalah 

besar dalam setiap IDI semenjak IDI 2009. Namun kecenderungan 

terakhir adalah terjadinya perbaikan dalam kualitas 

demonstrasi/mogok, namun demikian walaupun ada peningkatan 

capaian indeks, indikator (16) tersebut perlu perhatian karena  masih 

dalam kategori “buruk”. 

Indikator 17 menunjukkan terjadinya penurunan dalam pengaduan 

warga masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan. Artinya, 

terjadi penurunan jumlah pengaduan yang disampaikan oleh warga 

masyarakat melalui surat kabar setempat. Indikator 17 ini diartikan 

sebagai kepedulian warga masyarakat terhadap kekurangan-

kekurangan dan masalah yang ada di sekitar mereka yang terkait 

dengan tugas-tugas berbagai instansi pemerintah. Semakin tinggi 

jumlah pengaduan yang disampaikan warga masyarakat, semakin 

peduli warga masyarakat terhadap keadaan di sekitar mereka terkait 

dengan penyelenggaran pemerintahan, yang berarti semakin baik 

perkembangan demokrasi di propinsi tersebut. Namun jika pengaduan 

masyarakat semakin menurun berarti sebaliknya masyarakat semakin 

enggan untuk menyampaikan pengaduan. Hal ini dapat disebabkan 

Pemerintah Daerah kurang merespon pengaduan masyarakatyang 

disampaikan. Capaian indeks ini perlu diwaspadai karena terjadi 

perubahan dari kategori baik menjadi kategori sedang dalam 

banyaknya jumlah pengaduan yang disampaikan oleh warga 

masyarakat. 
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Perbandingan Skor Kedua Indikator  

Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan 

VariabelPengawasan 

No Indikator 2016 2017 +/- 

1. Demostrasi/mogok yang bersifat 
kekerasan 
(Indikator 16) 

34,14 43,06 +8,92 

2. Pengaduan masyarakat mengenai 
penyelenggaraan pemerintahan 
(Indikator 17) 

87,04 77,21 -9,83 

 

Tindakan kekerasan dalam demo dan mogok dapat diartikan 

kurangnya kesadaran warga masyarakat tentang perlunya cara-cara 

persuasif atau non kekerasan dalam melakukan protes dan tuntutan. 

Penyebabnya bisa juga kurangnya perhatian pemerintah terhadap 

tuntutan warga masyarakat, sehingga memicu timbulnya tindakan 

yang bersifat kekerasan dalam demo dan mogok. Hal lain yang dapat 

memicu tidakan kekerasan dalam demo/mogok adalah buruknya 

penanganan demo/mogok oleh petugas keamanan yang memicu 

tindakan kekerasan dari para peserta demo/mogok. Faktor nilai juga 

bisa berperan sebagai penyebab terjadinya demo/mogok dengan 

kekerasan.Para peserta demo/mogok belum melaksanakan nilai-nilai 

demokrasi sepenuhnya. Seharusnya dalam menjalankan hak-hak 

demokrasi tersebut, para peserta demo/mogok menghormati hak-hak 

orang lain dan tidak menganggap hak-hak mereka sendiri sebagai 

yang terpenting sehingga mengabaikan hak-hak warga masyarakat 

yang lain. 

3) Aspek Lembaga-lembaga Demokrasi 

Terdapat 11 (sebelas) indikator, yang tersebar dalam 5 (lima) varibel, 

digunakan dalam mengukur aspek Lembaga Demokrasi.  Distribusi 

sebelas indikator tersebut didalam lima variabel yang ada adalah 

sebagai berikut: dua indikator (18 dan 19) pada variabel Pemilu yang 

Bebas dan Adil; tiga indikator (20, 21, dan 22) pada variabel Peran 

DPRD; dua indikator (23 dan 24) pada variabel Peran Partai Politik; 

dua indikator (25 dan 26) pada variabel Peran Birokrasi Pemerintah 

Daerah; dan dua indikator (27 dan 28) pada variabel Peran Peradilan 

yang Independen. 
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  Variabel dan Indikator pada Aspek Lembaga Demokrasi 
 

Variabel Indikator No 

Pemilu yang 
Bebas dan 
Adil 

Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan 

pemilu 

18 

Kecurangan dalam penghitungan suara 19 

 
Peran DPRD 

Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan 20 
Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD 21 
Rekomendasi DPRD Kepada Eksekutif 22 

Peran Partai 
Politik 

Kegiatan Kaderisasi yang Dilakukan Partai 
Politik Peserta Pemilu 

23 

Perempuan Pengurus Partai Politik 24 
Peran 
Birokrasi 
Pemerintah 
Daerah 

Kebijakan Pejabat Pemerintah Daerah Yang 

Dinyatakan Bersalah Oleh Keputusan PTUN 

25 

Upaya Penyediaan Informasi APBD Oleh 

Pemerintah Daerah 

26 

Peran 
Peradilan 
yang 
Independen 

Keputusan Hakim yang Kontroversial 27 

Penghentian Penyidikan Yang Kontroversial 

Oleh Jaksa Atau Polisi 

28 

 

Bila dicermati besaran capaian skor sebelas indikator tersebut, 

sedikitnya ada lima indikator yang perlu mendapat perhatian khusus 

(indicators to watch), karena masih tetap memiliki capaian kinerja 

dengan kategori "Buruk", atau kategori "sedang" pada garis bawah 

mendekati Buruk.  Lebih spesifiknya, lima  dari sebelas indikator pada 

aspek Lembaga Demokrasi yang penting untuk mendapat perhatian 

khusus itu adalah: Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan 

(indikator 20); Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD (indikator 21); 

Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif (indikator 22); Kegiatan 

Kaderisasi yang Dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu (indikator 

23); dan Upaya Penyediaan Informasi APBD Oleh Pemerintah Daerah 

(indikator 26). 

Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan (indikator 20). Indikator 

ini penting untuk mendapat perhatian karena, walaupun mengalami 

kenaikan dalam capaian skor,  dari 57,23 menjadi 60,86, tetapi tren 

perkembangan capaian indek indikator tersebut cenderung selalu 

berada pada kategori buruk (60<). 

Data numerik tentang capaian skor indikator di atas  mengindikasikan 

bahwa, secara umum, alokasi anggaran pendikan dan kesehatan di 

sebagian besar provinsi masih jauh dibawah target nasional (30% dari 
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APBD untuk Pendidikan, dan 20% untuk Kesehatan). DPRD yang 

diharapakan dapat berperan dalam memperjuangkan pencapaian 

target alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan tersebut, 

ternyata belum berlangsung secara optimal. 

Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD (indikator 21), juga penting 

untuk digaris bawahi, karena  walaupun indikator ini mengalami 

kenaikan capaian skor cukup signifian (18,98 poin), yaitu dari 16,31 

menjadi 35,29, namun demikian secara kualitatif, kenaikan capaian 

skor tersebut masih tetap pada kategori buruk (<60). Lebih jauh, bila 

dilihat tren capaian skor, terlihat dengan jelas bahwa indikator Perda 

Insisiatif DPRD tersebut, cenderung berfluktiasi dalam kategori buruk, 

yaitu dengan capaian skor terendah 5,65 pada tahun 2009, dan 

capaian skor tertinggi, sebesar 35,29 pada tahun 2016). Angka-angka 

capaian skor indikator tersebut mengindikasikan bahwa sejak tahun 

2009, sejatinya, DPRD  sangat lemah dalam menghasilkan Perda 

Inisiatif, sebagai salah satu manifestasi dari fungsi legislasi yang 

dimiliki.  

Perhatian khusus juga perlu ditujukan pada indikator 22, Rekomendasi 

DPRD Kepada Eksekutif. Indikator ini, memiliki karakteristik yang lebih 

memprihatinkan lagi, karena, selain dalam kurun waktu delapan tahun 

terakhir (2009-2016) selalu memiliki kinerja capaian skor dengan 

kategori sangat buruk (antara 2,81-16,02), juga pada tahun 2016 

mengalami penurunan capaian skor, yaitu dari 14,29 pada tahun 2015 

menjadi 6,09 pada tahun 2016. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa 

dalam kurun waktu delapan tahun terakhir, belum banyak berperan 

dalam menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah daerah, baik 

rekomendasi sebagai bentuk tindak lanjut aspirasi masyarakat, 

maupun dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintah 

daerah. Lemahnya peran DPRD dalam menghasilkan rekomendasi 

tersebut, ditengarai sebagai salah satu penyebab dari, antara lain,  

"tersumbatnya" aliran partisipasi masyarakat, memburuknya 

pelayanan publik, dan semakin meningkatnya kecenderungan 

penyalahgunaan wewenang oleh penjabat pemerintah daerah.  

Indikator 23, Kegiatan Kaderisasi yang Dilakukan Partai Politik 

Peserta Pemilu, merupakan indikator keempat dalam aspek Lembaga 

Demokrasi yang penting untuk mendapatkan perhatian serius. 

Dikatakan demikian, karena capaian skor indikator ini  pada tahun 

2016, terus mengalami penurunan, yaitu dari 56,30 pada tahun 2015 

menjadi 47,90 pada tahun 2016. Selain dari itu, bila dicermati tren 

capaian skor dalam kurun waktu delapan tahun terakhir (2009-2016), 
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memperlihatkan perkembangan yang tidak menggembirakan, karena 

rata-rata capaian skor hanya berada pada nilai 47,03. Data-data 

numerik ini mengindikasikan bahwa aktivitas kaderisasi yang 

dilakukan oleh partai politik peserta Pemilu dalam kurun waktu 

delapan tahun terakhir ini, bukan semakin membaik, tetapi sebaliknya, 

justru semakin memburuk. Sementara, sebagaimana diketahui, 

aktivitas kaderisasi oleh partai politik merupakan salah satu unsur 

penting dan menentukan dalam upaya menghasilkan politisi-politisi 

yang berkualitas, yang selanjutnya akan menduduki posisi-posisi 

penting dalam struktur lembaga negara, baik pada lembaga eksekutif 

maupun legislatif. Lemahnya fungsi kaderisasi yang dilakukan oleh 

paratai politik tersebut, ditengarai memiliki korelasisi yang sangat kuat 

terhadap buruknya kinerja DPRD, utamanya dalam menghasilkan 

Perda Insiatif dan Rekomendasi Kepada Eksekutif Daerah. 

Dari analisa ekternal atas kurang tercapainya Perjanjian Kinerja (PK) 

2017, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut : 

1) Indek Demokrasi Indonesia (IDI) yang dibangun dari 3 Aspek (Aspek 

Kebebasan Sipil, Aspek Hak-hak Politik dan Aspek Lembaga-

lembaga Demokrasi), memang tidak hanya mengukur kinerja 

Eksekutif, tetapi juga mengukur kinerja Legislatif dan Yudikatif serta 

kinerja partai politik. Dengan demikian ketidak tercapainya Perjanjian 

Kinerja (PK) 2017, karena faktor-faktor yang memang diluar 

koordinasi Kedeputian I/Poldagri (seperti Parpol, KPU, Bawaslu). 

2) Kurangnya optimalnya Kementerian/Lembaga (Kementerian Dalam 

Negeri, Polri, Pemerintah Daerah) dalam memanfaatkan hasil IDI, 

dalam intervensi penyusunan program di unit kerja masing-masing. 

3) Kurangnya sosialisasi atas hasil IDI, kepada para pemangku 

kepentingan, sehingga IDI kurang membumi. 

b. Analisa Internal 

1) Perubahan organisasi 

Perubahan organisasi secara tidak langsung turut mempengaruhi 

kurang tercapainya Perjanjian Kinerja (PK) 2017. Hal ini disebabkan 

adanya penggabungan unit kerja yang semula pengelolaan demokrasi 

ditangani oleh Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan 

Kelembagaan. Namun berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator 

Bidang Politik, Hukum, Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang 

Politik, Hukum, dan Keamanan, disatukan menjadi Asisten Deputi 

Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). 
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2) Adanya mutasi dan promosi (alih tugas) 

Dengan adanya perubahan organisasi sesuai dengan Peraturan 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan Nomor 4 

Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, terdapat 

pergeseran pejabat yang semula menangani masalah demokrasi 

khususnya pengukuan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Pergerseran 

pejabat dimaksud, adalah Asisten Deputi Bidang Koordinasi 

Demokrasi dan Kelembagaan menjadi Sekretaris Deputi Bidang 

Koordinasi Politik Dalam Negeri. Begitu juga jabata eselon III-nya, 

yaitu : Asisten Deputi 1/I terdiri dari: (a)  Bidang Penguatan Demokrasi; 

(b) Bidang Hubungan Kelembagaan Demokrasi, menjadi Kepala Bidang 

Program dan Evaluasi dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum 

Sekretariat Deputi. 

Dengan adanya pergeseran pejabat dimaksud, berakibat pejabat yang 

baru akan menyesuaikan dengan tugas-tugas yang baru juga, 

sedangkan penyesuaian tugas dimaksud memerlukan waktu yang 

lama. 

Tahun 2017 pergeseran pejabat setingkat eselon III juga terjadi pada 

Asisten Deputi Bidang Koordinasi Demokrasi dan Organisasi 

Masyarakat Sipil, karena adanya promosi jabatan,  

3) Penghematan anggaran. 

Pelaksanaan anggaran pada tahun anggaran 2017, mengalami 

penghematan dari pagu semula Rp.31.445.000.000,- dihemat sekitar 

23,88% atau  Rp.7.510.509.000,- menjadi Rp.23.934.491.000,-. 

Dengan adanya penghematan dimaksud, secara tidak langsung 

mengurangi kegiatan untuk koordinasi terkait implementasi hasil IDI ke 

Daerah Provinsi yang dinilai masih perlu dilakukan peningkatan untuk  

capaian hasil IDI-nya. Hal ini penting mengingat provinsi-provinsi yang 

capaiannya masih dalam kategori sedang dan bahkan ada yang 

capaiannya masuk dalam kategori buruk perlu dilakukan avokasi. 

Namun karena adanya penghematan anggaran, kegiatan tersebut 

kurang maksimal.  

c. Solusi  

Terhadap hal-hal yang menyebabkan penurunan hasil capaian target 

kinerja tersebut di atas, solusi yang telah dan akan diambil antara lain : 
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1) Telah dilaksanakan sosialisasi hasil IDI, sekaligus memberikan 

penghargaan kepada Provinsi yang berhasil menaikan capaian 

indeksnya pada tanggal 5 Desember 2017 di Jakarta.  

Pemberian penghargaan dimaksudkan agar dapat memacu provinsi 

lain yang nilai capaiannya masih dalam kategori sedang bahkan 

masuk dalam kategori buruk. 

2) Mendorong Kementerian Teknis (Kementerian Dalam Negeri) untuk 

mengoptimalkan pencapaian target IDI sesuai RPJMN 2015-2019, 

melalui : 

a) Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Demokrasi Provinsi 

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan mengalokasikan anggaran 

guna mendukung optimalisasi fungsi dan kinerja Pokja; 

b) Pembentukan Pokja Pengembangan Demokrasi Provinsi 

mempedomani susunan keanggotaan (secara ex officio). 

c) Pemerintah Provinsi melakukan langkah-langkah untuk 

menyosialisasikan IDI secara komprehensif baik di tingkat SKPD 

maupun di masyarakat. 

B. Pencapaian Kinerja Lainnya 

Disamping delapan indikator kinerja tersebut diatas, Deputi I/Poldagri pada tahun 

2017 juga melaksanakan beberapa kegiatan lain yang sangat mendukung 

pencapaian sasaran strategis Deputi I/Poldagri tahun 2017. Adapun laporan hasil 

kegiatan pendukung dalam pencapaian sasaran strategis Deputi I/Poldagri tahun 

2017 yaitu: 

1. Tersusunnya Laporan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2016. 

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah hasil penilaian terhadap kondisi 

demokrasi tingkat provinsi di seluruh Indonesia. Assessment terhadap kondisi 

demokrasi di tingkat provinsi ini telah dilakukan sejak tahun 2009. Unit 

anallisis IDI adalah provinsi. Angka IDI Nasional merupakan agregasi dari 

capaian provinsi tersebut. 

Aspek-aspek demokrasi yang diukur dalam IDI adalah kebebasan sipil, hak-

hak politik, dan lembaga demkokrasi yang masing-masing terbagi dalam 

sejumlah variabel yan ditangkap melalui tinjauan berita, surat kabar, reviu 

dokumen, Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam 

terhadap sejumlah informan terpilih yang dianggap memiliki pengetahuan 

(well informed person) mengenai hal-hal tertentu di provinsi dimana mereka 

tinggal.  
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Hasil IDI disampaikan dalam bentuk angka dari 0 yang paling rendah sampai 

dengan 100 yang paling tinggi. Angka dibagi dalam kategori kualitas capaian 

sebagai berikut: 

a. Nilai <60 mendapatkan predikat “Buruk”; 
b. Nilai 60-80 mendapatkan predikat “Sedang”; 
c. Nilai >80 mendapatkan predikat “Baik”. 
Hasil pengukuran IDI tahun 2016 yang telah di rilis pada tanggal 14 

September 2017 di Badan Pusat Statistik (BPS) dan telah di sosialisasikan 

pada tanggal 5 Desember 2017 mencapai hasil 70,09 dan termasuk dalam 

kategori “sedang”. Berikut ini grafik tren Capaian IDI Nasional 2009-2016, 

sebagai berkut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Terkoordinasinya permasalahan Desentralisasi dan Otonomi Daerah 

Berdasarkan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilakukan terkait 

permasalahan desentralisasi dan otonomi daerah, secara umum dapat 

disimpulkan beberapa hal, yaitu:  

a. Permasalahan yang kerap kali muncul di daerah adalah permasalahan 

terkait peraturan daerah. Hampir 50% dari kunjungan daerah yang 

dilakukan, dilatarbelakangi oleh peraturan daerah yang bermasalah. 

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan, peraturan daerah yang 

bermasalah disebabkan oleh:  

1) Menghambat percepatan investasi di daerah;  

2) Bertentangan dengan kepentingan umum; 

3) Menghambat pelayanan publik termasuk percepatan pelayanan 

investasi; 

4) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

(peraturan perundang-undangan diatasnya); dan  

5) Menghambat pertumbuhan ekonomi daerah setempat.  
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b. Perbatasan wilayah merupakan permasalahan yang tidak akan pernah 

bisa terlepas dari adanya pemekaran daerah, seperti permasalahan yang 

ada di daerah Jawa Barat. 

c. Permasalahan terkait KTP elektronik dimana Kemenko Polhukam 

memfasilitasi dengan membentuk Tim Perumus untuk menangani 

permasalahan tersebut. Secara garis besar, rekomendasi yang dihasilkan 

sebagai berikut: 

1) Menteri Dalam Negeri agar melanjutkan program-program yang sudah 

ada dengan tetap mendengarkan saran dan masukan dari peserta 

rapat; 

2) Semua pihak harus membantu penyelesaian permasalahan KTP-el, 

sehingga dalam proses pelaksanaan KTP-el tidak terdapat hal-hal 

yang menghambat proses kebijakan nasional dalam menjalankan visi 

dan misi politik maupun administrasi pemerintahan. 

d. Pemindahan Ibukota Maybrat ke Ayamaru. Permasalahan tersebut terjadi 

sejak dikeluarkannya putusan MK RI No. 66/PUU-XI/2013 pada Tahun 

2013. Rapat koordinasi yang diselenggarakan untuk menyelesaikan 

polemik tersebut telah menghasilkan rekomendasi yang ditujukan kepada 

Mendagri yakni Surat Menko Polhukam Nomor : B-

221/DN.00.00.2/12/2017, tanggal 12 Desember 2017, perihal tindak lanjut 

putusan MK RI No. 66/PUU-XI/2013.Gubernur Papua Barat melakukan 

rekonsiliasi melalui pendekatan kultural kepada masyarakat Maybrat 

berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri, sebelum pemindahan ibukota 

e. Menindaklanjuti permasalahan terkait Polemik Pengangkatan Jabatan 

Pimpinan Tingkat Pertama (Eselon II) di Lingkungan Pemerintah Aceh dan 

telah dilaksanakan rapat koordinasi di Kemenko Polhukam dengan 

melibatkan unsur K/L terkait pada tanggal 24 Maret 2017 yang 

menghasilkan rekomendasi dalam bentuk Surat Menko Polhukam kepada 

Mendagri Nomor B-60/Menko/Polhukam/DN.01.01.1/3/2017, tanggal 29 

Maret 2017 perihal Polemik Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tingkat 

Pertama (Eselon II) di Lingkungan Pemerintah Aceh. 

3. Termonitoringnya pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2017 

Tahun 2017 merupakan rangkaian pemilihan kepada daerah serentak 

gelombang kedua yang diselenggarakan di Indonesia. Tahun 2017 telah 

dilaksanakan pemilihan kepala daerah yang diikuti 101 daerah dari tingkat 

provinsi, kabupaten, dan kota yang diselenggarakan pada tanggal 15 

Februari 2017. Kedeputian I/Poldagriikut serta dalam pemantauan/monitoring 

pelaksanaan pemilihan kepada daerah serentak tahun 2017 yang terbagi 

oleh dua sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut: 
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a. Pengelolaan pemilu dan penguatan partai politik 

1) Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, tanggal 9 s.d 11 Maret 2017; 

2) Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, tanggal 21 s.d 24 Maret 2017; 

3) Provinsi DKI Jakarta, tanggal 5 s.d 7 April 2017;  

4) Provinsi Bali, tanggal 25 s.d 28 April 2017;  

5) Provinsi Bali, tanggal 16 s.d 19 Mei 2017;  

6) Provinsi Papua, tanggal 12 s.d 16 Juni 2017;  

7) Provinsi Jawa Barat, tanggal 14 s.d 17 Juni 2017.  

b. Deks Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017 sebanyak 42 daerah yang 

berhasil di pantau, yaitu Provinsi Sulawesi Barat (17 s.d. 20 Januari 2017), 

Provinsi Papua Barat (17 s.d. 20 Januari 2017), Provinsi Bangka Belitung 

(17 s.d. 20 Januari 2017), Provinsi Aceh dan Kabupaten Pidie(17 s.d. 20 

Januari 2017), Kota Ambon Provinsi Maluku(17 s.d. 20 Januari 2017),Kota 

Batu Provinsi Jawa Timur (23 s.d. 26 Januari 2017, Kabupaten Buleleng 

Provinsi Bali (23 s.d 27 Januari 2017), Kabupaten Pati dan Kabupaten 

Jepara Provinsi Jawa Tengah (24 s.d 27 Januari 2017), Provinsi DKI 

Jakarta (31 Januari s.d. 3 Februari 2017), Provinsi DKI Jakarta (18 s.d. 20 

April 2017), Provinsi Aceh (14 s.d. 17 Februari 2017), Provinsi Papua 

Barat (12 s.d. 17 Februari 2017), Provinsi DKI Jakarta (14 s.d. 17 Februari 

2017), Provinsi Banten (14 s.d. 17 Februari 2017), Kabupaten Aceh 

Tamiang Provinsi Aceh (14 s.d. 17 Februari 2017), Kota Tebing Tinggi 

Provinsi Sumatera Utara (14 s.d. 17 Februari 2017), Kota Payakumbuh 

Provinsi Sumatera Barat (14 s.d. 17 Februari 2017), Kabupaten Kampar 

Provinsi Riau (14 s.d. 17 Februari 2017), Kabupaten Muaro Jambi Provinsi 

Jambi (14 s.d. 17 Februari 2017), Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi 

Sumatera Selatan (14 s.d. 17 Februari 2017), Kabupaten Bengkulu 

Tengah Provinsi Bengkulu (14 s.d. 17 Februari 2017), Kabupaten 

Pringsewu Provinsi Lampung (14 s.d. 17 Februari 2017), Kota 

Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat (14 s.d. 17 Februari 2017), Kota 

Jogjakarta Provinsi D.I Jogjakarta (14 s.d. 17 Februari 2017), Kabupaten 

Buleleng Provinsi Bali (14 s.d. 17 Februari 2017), Kota Kupang Provinsi 

Nusa Tenggara Timur (14 s.d. 17 Februari 2017), Kota Singkawang 

Provinsi Kalimantan Barat (14 s.d. 17 Februari 2017), Kabupaten 

Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah (14 s.d. 17 Februari 

2017), Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan (14 s.d. 

17 Februari 2017), Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan (14 s.d. 

17 Februari 2017), Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara (14 s.d. 17 

Februari 2017), Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo (14 s.d. 17 
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Februari 2017), Kota Jayapura Provinsi Papua (12 s.d. 17 Februari 2017), 

Kabupaten Lany Jaya Provinsi Papua (12 s.d. 17 Februari 2017), 

Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat (13 s.d. 17 Februari 2017), 

Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat (13 s.d. 17 Februari 2017), 

Kabupaten Sorong dan Kota Sorong Provinsi Papua Barat (13 s.d. 17 

Februari 2017), Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara (13 

s.d. 17 Februari 2017), Kota Ambon dan Kabupaten Pulau Buru Provinsi 

Maluku (13 s.d. 17 Februari 2017), Provinsi DKI Jakarta (18 s.d. 20 April 

2017), Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat (28 November s.d. 1 

Desember 2017), Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat (18 s.d. 21 

Desember 2017). 

Dari pemantauan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan oleh 

Kedeputian I/Poldagri Tahun 2017 telah ditemukan delapan hal menonjol 

yang kemudian menjadi evaluasi penyelenggarakan pemilihan kepala daerah 

serentak kedepan, diantaranya sebagai berikut: 

NO MASALAH 
PENJELASAN 
MASALAH 

DAERAH DAMPAK 

1. Daftar 
Pemilih  

a. Penyusunan 
Daftar Pemilih 
yang belum 
maksimal. 

b. Masih adanya 
masyarakat yang 
belum terdaftar 
dalam DPT. 

Hampir 
diseluruh 
daerah yang 
melaksanakan 
Pilkada 
Khususnya di 
daerah 
pemantauan 
Desk Pilkada.  

Daftar Pemilih 
yang 
bermasalah.  
 

2. Mekanisme 
Pemilihan  

a. Terjadi perbedaan 
persepsi tentang 
penggunaan Surat 
Keterangan 
(suket) bagi 
masyarakat yang 
sudah dilakukan 
perekaman E-KTP.   

b. Sebaran Suket 
tidak ketahui oleh 
Pengawas Pemilu 
(Panwascam/PPL/
Pengawas TPS).  

Hampir 
diseluruh 
daerah yang 
melaksanakan 
Pilkada. 
Khususnya di 
daerah 
pemantauan 
Desk Pilkada.  

a. Antar 
daerah 
berbeda 
persepsi; 

b. Potensi 
adanya 
Suket 
Palsu.  

3. Netralitas 
Penyelengg
ara Pilkada  

a. Indikasi 
Ketidaknetralan 
Penyelenggara 

a. Provinsi 
Aceh; 

b. Kab. Lanny 

Potensi 
konflik.   
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 Pilkada hingga 
tingkat KPPS.  

b. Indikasi Sabotase 
Penyelenggara 
Pilkada.  

Jaya.  
 

4. Logistik 
Pilkada  
 

Jumlah surat suara 
cadangan (2,5%) 
pada beberapa TPS 
tidak dapat 
mengakomodir 
masyarakat yang 
menggunakan E-
KTP/Suket.  

 

a. Prov. DKI; 
b. Banten; 
c. Kab. Buru.  
 

a. Masayarak
at tidak 
dapat 
menyampai
kan 
aspirasi.  

b. Potensi 
konflik.  

5.  Money 
Politic 
 

a. Maraknya praktek 
money politic 
dengan 
memanfaatkan 
masa tenang; 

b. Serangan 
Fajar/Serangan 
Duha.  

Hampir 
diseluruh 
daerah yang 
melaksanakan 
Pilkada. 
Khususnya di 
daerah 
pemantauan 
Desk Pilkada. 

Tercedarainya 
proses 
demokrasi.  

 

6. Mobilisasi 
Massa 

Dugaan terjadinya 
mobilisasi massa 
pada saat 
pelaksanaan 
pemungutan suara 
dalam Pilkada.  
 

Prov DKI 
Jakarta dan 
Prov Banten 
 

Potensi 
Konflik antar 
dukungan.  
 

7. Terjadinya 
PSU 
(Pemungut
an Suara 
Ulang) 
 

Akibat adanya indikasi 
ketidaknetralan 
penyelenggara 
(contoh anggota 
KPPS yang ikut 
mencoblos atas nama 
orang lain).  
 

a. Prov. DKI 
Jakarta; 

b. Prov. 
Banten;  

c. Kab. 
Buleleng; 

d. Kab. 
Halteng.  

 

Potensi 
Konflik antar 
dukungan.  
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8. Potensi 
Sengketa 
MK 
 

Hasil perolehan suara 
yang tipis antar 
sesama Paslon 
menimbulkan 
ketegangan di 
masyarakat.  
 

a. Prov. 
Banten; 

b. Kab. 
Maybrat; 

c. Kab. Lanny 
Jaya; 

d. Kab. 
Sorong; 

e. Kab. 
Tolikara. 

a. Sengketa 
Hasil di 
MK.  

b. Potensi 
Konflik 
antar 
pendukung 
pasca 
Sengketa 
di MK.  

4. Pembentukan Desk Tanah Papua 

Dalam rangka pembentukan Deks Tanah Papua Kedeputian I/Poldagri 

menyelenggarakan rapat koordinasi membahas rancangan Keputusan Menko 

Polhukam tentang Desk Otonomi Khusus Tanah Papua, tanggal 15 Maret 

2017 dan 21 Maret 2017 dan pada tanggal 6 April 2017 telah ditetapkan Surat 

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 

35 Tahun 2017 tentang Pembentukan Deks Otonomi Khusus Tanah Papua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Kepmenko Nomor 35 Tahun 2017 
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Selanjutnya pada bulan April 2017 resmi dibuka Kantor Daerah Deks Otonomi 

Khusus Tanah Papua di Jayapura Provinsi Papua dan Manokwari Provinsi 

Papua Barat. Deks Pembangunan Tanah Papua mempunyai tugas, yaitu:  

a. Membantu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 

dalam melaksanakan penganalisaan, koordinasi, sinkronisasi, 

pengawasan dan pengendalian; 

b. Penyampaian rekomendasi secara komprehensif di bidang politik, hukum, 

dan keamanan dan pembangunan; 

c. Melaksanakan kegiatan desiminasi informasi positif, diplomasi dan intelijen 

secara terbatas dalam rangka mewujudkan Provinsi Papua dan Provinsi 

Papua Barat yang damai sejahtera. 

5. Engaging diplomacy terkait Papua  

Terlaksananya engaging diplomacy Papua di Brisbane, Australia kepada 

diasfora dan komunitas Papua yang berada di Brisbane Australia dan di 

negara-negara pasifik selatan untuk persiapan kunjungan Menteri Koordinator 

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada tahun 2018 mewakili Presiden 

Republik Indonesia dalam rangka HUT Emas ke-50 Republik Nauru. 

Kunjungan tersebut sekaligus mempersiapkan dukungan negara-negara 

pasifik selatan pada pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan 

Keamanan PBB.  

 

C. Realisasi Anggaran 

Pagu anggaran Kedeputian I/Poldagritahun 2017 dalam mendukung pencapaian 

kinerja program kegiatan sebesar Rp31.445.000.000 (tiga puluh satu miliar empat 

ratus empat puluh lima juta rupiah) namun pada tahun berjalan mengalami 

penyesuaian sebesar Rp7.510.509.000,00, sehingga pagu anggaran tahun 2017 

menjadi Rp23.934.491.000,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh 

empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).  

Penyerapan anggaran Kedeputian I/Poldagri tahun 2017 sebesar 

Rp23.310.491.735,00 (dua puluh tiga milyar tiga ratus sepuluh juta empat ratus 

sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) atau 97,39% dari pagu 

anggaran sebesar Rp23.934.491.000,00 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus 

tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dengan 

rincian sebagai berikut: 
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KODE NAMA KEGIATAN PAGU REALISASI  % 

2465 

Koordinasi 

Demokratisasi & 

Organisasi Masyarakat 

Sipil 

10.593.341.000 10.487.654.922 99,00 

2466 

Koordinasi 

Pemantapan  

Desentralisasi & Otda 

750.302.000 737.818.587 98,34 

2475 

Koordinasi  

Pengelolaan Pemilu 

dan Penguatan Partai 

Politik 

3.054.650.000 2.996.399.814 98,09 

2467 

Koordinasi  

Pemantapan Otonomi 

Khusus 

8.826.698.000 8.435.922.439 95,57 

5902 

Dukungan manajemen 

dan pelaksanaan 

tugas teknis lainnya 

Sekretariat Deputi 

Bidang Koordinasi 

Poldagri 

709.500.000 652.695.973 91,99 

JUMLAH 23.934.491.000 23.310.491.735 97,39 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kedeputian 

I/Poldagri Tahun 2017 disusun untuk mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak 

yang memberi amanah dan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan 

fungsi serta media untuk menginformasikan capaian kinerja selama tahun 2017. 

LAKIP Kedeputian I/Poldagri Tahun 2017 merupakan gambaran capaian kinerja yang 

dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya 

tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pelaporan kinerja ini 

menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan 

yang tepat dan berkesinambungan. 

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan 

Kedeputian I/Poldagri tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat 

didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya 

sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat 

kekeluargaan. 

Secara umum hasil capaian kinerja Kedeputian I/Poldagri Tahun 2017 telah 

dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan dalam penetapan 

kinerja tahun 2017. Walaupun secara umum telah mencapai target capaian kinerja 

yang ditetapkan, namun dalam pelaksanaannya masih menemui beberapa  

permasalahan dan tantangan yang mensyaratkan perlunya peningkatan kualitas 

kinerja untuk menjadi bahan perbaikan dalam pelaksanaannya.  

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kedeputian 

I/Poldagri Tahun 2017 dibuat dengan harapan  semoga dapat dimanfaatkan sebagai 

alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tata kelola 

pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menjadi media evaluasi, 

sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan. 
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Foto: Surat Menko Polhukam Kepada Kapolri terkait IDI 
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Foto: Surat Menko Polhukam Kepada Mendagri terkait IDI 
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Foto: Surat Menko Polhukam Kepada Panglima TNI terkait IDI 
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Foto: Surat Menko Polhukam terkait Polemik Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama  

di Lingkungan Pemerintah Aceh 
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Foto: Surat Menko Polhukam Kepada Menteri Agama RI 

terkait Perubahan Nama Sinode KINGMI 
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Foto: Surat Menko Polhukam Kepada Menteri PPN/Bappenas terkait reviu dan refocusing program 

kerja pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat 
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Foto: Surat Menteri Luar Negeri Nauru Kepada Menko Polhukam 
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Foto: Surat Menko Polhukam Kepada Menteri Luar Negeri Nauru 
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Foto: Surat Sesmenko Polhukam Kepada Menteri PPN/Bappenas terkait usulan program prioritas 

pembangunan di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat 
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Foto: Surat Sesmenko Polhukam Kepada BPKP 

terkait evaluasi dana otsus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat 
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Foto: Surat Sesmenko Polhukam Kepada Kepala BKPM 

terkait jaminan keamanan bagi investor asing 
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Foto: Surat Menko Polhukam Kepada Menteri Dalam Negeri 

terkait tindak lanjut pemindahan ibukota Maybrat ke Ayamaru 
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Foto: Surat Menko Polhukam terkait permasalahan Pemilihan Suara Ulang  

di Kabupaten Tolikara dan Jayapura 
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Foto: Surat Menko Polhukam terkait permasalahan Penyelesaian Tahapan Pilkada  

Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Maybrat 
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 Foto: Surat Menko Polhukam terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU)  

Hasil Pilkada Tahun 2017 
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Foto: Surat Menko Polhukam terkait Pencabutan  

Status Badan Hukum Perkumpulan HTI kepada Menteri Agama  
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Foto: Surat Menko Polhukam terkait Pencabutan  

Status Badan Hukum Perkumpulan HTI kepada Menteri Sosial  



 

 

 

L A P O R A N  A K U N T A B I L I T A S  K I N E R J A  K E D E P U T I A N I / P O L D A G R I  2 0 1 7  

 

108 

 

 
Foto: Surat Menko Polhukam terkait Pencabutan  

Status Badan Hukum Perkumpulan HTI kepada Menteri Sosial  
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Foto: Surat Menko Polhukam terkait Pencabutan  

Status Badan Hukum Perkumpulan HTI kepada Kepala BIN  
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Foto: Surat Menko Polhukam terkait Pencabutan  

Status Badan Hukum Perkumpulan HTI kepada Kapolri  
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Foto: Surat Menko Polhukam terkait Pencabutan  

Status Badan Hukum Perkumpulan HTI kepada Panglima TNI  
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Foto: Surat Menko Polhukam terkait Pencabutan  

Status Badan Hukum Perkumpulan HTI kepada Menteri Hukum dan HAM  
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REKOMENDASI  

TAHUN 2017 
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Foto: Surat Menteri Dalam Negeri Kepada Gubernur Aceh 

terkait Polemik Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) 

 di lingkungan Pemerintah Aceh 



 

 

 

L A P O R A N  A K U N T A B I L I T A S  K I N E R J A  K E D E P U T I A N I / P O L D A G R I  2 0 1 7  

 

116 

 

Foto: Surat Menteri Agama Kepada Menko Polhukam 

terkait perubahan nama Kemah Injil Masehi Indonesia 
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Foto: Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2017 

terkait Permohonan Review dan Refokusing Program Kerja Pembangunan  

Provinsi Papua dan Papua Barat 
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Foto: Kesan dan Pesan TIM Pacific Island Forum (PIF) Studi Banding  

ke Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat 

Kesan dan Pesan TIM Pacific Island Forum (PIF) 

Setelah mengunjungi Provinsi Papua untuk pertama kalinya, terutama Ibu 

Kota Jayapurauntuk terlibat pada kunjungan Pilkada di Indonesia, dalam 

pemilihan Walikota dan Bupati Tim Pacific Island Forum (PIF) sangat terkejut 

dengan pembangunan dan perkembangan di Provinsi Papua. 

Indonesia adalah Negara yang besar serta beragam, Tim Pacific Island 

Forum (PIF) berharap dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman 

mengenai isu-isu yang sedang berlangsung.  

Tim Pacific Island Forum (PIF) bersyukur atas kenyamanan yang sudah 

disediakan oleh pemerintah Indonesia serta keramah tamahan penduduknya 

khususnya di Provinsi Papua. Tim Pacific Island Forum (PIF) berterima kasih 

kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 

serta Bapak Nicolas Simeone Messet, Bapak Frans Albert Joku, Bapak Niko 

Jakarimilena, Bapak Jhon Norotouw, Bapak Kolonel Sidik dan Bapak Thomson.  

 

TTD. 

Alifeleti Soakai 
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Foto: Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2017  

Kepada Menteri Perencanaan pembangunan Nasional 

terkait usulan program pembangunan prioritas Pembangunan  

di Kabupaten Arfak, Provinsi Papua Barat 
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Foto: Surat Menteri Dalam Negeri kepada Menko Polhukam  

terkait tindak lanjut penyelesaian kedudukan Ibukota Kabupaten Maybrat  
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Foto: Surat Menteri Dalam Negeri terkait IDI 



 

 

 

L A P O R A N  A K U N T A B I L I T A S  K I N E R J A  K E D E P U T I A N I / P O L D A G R I  2 0 1 7  

 

130 

 

 

Foto: Surat Menteri Hukum dan HAM terkait Tindak Lanjut Pencabutan HTI 
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Foto: Surat Menteri Dalam Negeri terkait Tindak Lanjut Pencabutan HTI 
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Foto: Surat Komnas HAM terkait Tindak Lanjut Pencabutan HTI 


